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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGANI TINDAK PIDANA KUMPUL BERSAMA
TANPA IKATAN PERKAWINAN (KOHABITASI)
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA INDONESIA

Abstrak:

Saat ini kejahatan mengalami perkembangan yang pesat, salah satu
yang memperoleh perhatian masyarakat yakni mengenai tindak pidana kumpul
bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi). Kebijakan hukum pidana hingga
sampai tahun 2025 ini belum me oa m\\ ngenai tindak pidana kumpul bersama
tanpa ikatan perkawinan (koha hita: r dalam perkembangannya perbuatan

kohabitasi saat ini menga r’f 1 peruba baik secara bentuk dan caranya.
Penulisan hukum 1n1 ,.--JP sarkan dua salahan pokok pertama Bagaimana
kebijakan hukum idana mengenai tindak pida cuim u\‘bersama tanpa ikatan
perkawinan | - dalam n k d h saat ini dan kedua
Bagaimana kel | 111 1gena ma tanpa ikatan

perkawinan \ f‘ ekt ||l« ana Indonesia.

) 0 do l 0g r1dis normatif

untuk menjay \ Kkedua pe -\ lahan yang da ¢ itian ini. Metode
pengumpulan \ ta_ya dig akan olch nul engan cara Studi
Kepustakaan ya .( w wan }P [

Dalar n men zenai kebi 'ﬂh qum pidana delik kumpul
bersama tanpa 1k N3 n kohablta51 S nemarnglah secara normatif

belum diatur na dana kesusilaan atau
tindak pidana z1naL u m$m b qv A . g yaitu Pasal 412 UU
No. 1 tahun 2023 tv n san pasal 3 ah pgatur mengenai tindak
pidana kumpul be O 'hablta51) ini dan dapat
dijadikan penegak hul lala ak ‘pidana ini namun kedepan
gagasan pembahruan hukum melalu reformulas1 peraturan mengani tindak pidana
kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) ini adalah pengkategorian
tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) menjadi delik
biasa dan ancaman hukum pidana yang diperberat dengan mempertimbangkan
pendekatan sosiologis, historis, dan perbandingan

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana,
Kohabitasi.
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CRIMINAL LAW POLICY IN REGULATING THE CRIMINAL ACT OF
COHABITATION FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN

CRIMINAL LAW REFORM

Abstract :

The rapid evolution of criminal behaviour has drawn considerable
public attention to the issue of cohabitation without legal marital ties. Up to the year
2025, criminal law policy in Indonesia has not yet specifically regulated the
criminal act of cohabitation. However, in its development, the practice of

cohabitation has undergone si ""K hanges in both form and manner. This legal
study addresses two main oW \crlmlnal law policy regulates the
criminal act of cohabltat 0 esian positive law; and second,
how criminal law PO al act of cohabitation from the

perspective of (ndo %@‘ :\ on b~

dica thod to answer both of
these issues. T a cQ ?
legal materials.— «
The? ndi f - m1na1 law policy
concerning the offens i* regulated and has
Cc&a 3 [ '/

-‘I‘ 2
% ased on primary
L
only been associat g . However, in the

forthcoming Indofxé' 2 iMmina e v.N 20 spe01ﬁcally Article
412, there is a provision that rce minal act Of o ab1tat10n which can
serve as a legal basis forcemen / ense. In the future, the
1dea of criminal law reform through the reformulation of provisions on the criminal
act of cohabitation should involve classifying cohabitation as an ordinary offense
and imposing heavier criminal sanctions, while taking into account sociological,
historical, and comparative approaches.

Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Law Reform, Cohabitation.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum hal ini

sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehan hari, namun saat ini mulai

mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu
berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual. Penyimpangan
kesusilaan itu salah satunya ialah perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan

suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka



bersama-sama tinggal dalam satu rumah atau yang kemudian disebut dengan
Kohabitasi.

Secara history atau sejarah, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana yang
berlaku hingga saat ini (tahun 2025) yaitu Undang — Undang Republik Indonesia

No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia atau KUHP kita,

yang merupakan “warisan” penjajah (Belanda) belum mengancam dengan sanksi

menimbulkan rasa W%Mh masyarakat.

Sejauh ini, di beberapa wilayah pedesaan masih banyak pasangan yang hidup
bersama tanpa adanya perkawinan sehingga hal ini menimbulkan anomali
kehidupan bermasyarakat di tingkat desa juga di beberapa tempat dengan adanya

perbuatan hidup bersama tanpa adanya perkawinan akan membentuk anggapan

! Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, ( Bandung:Sinar Baru,1983),
hlm.53



“penyakit” di suatu daerah tersebut namun sayangnya dengan hukum pidana yang
ada sekarang masyarakat di tingkat desa tidak dapat bertindak apapun khususnya
dalam hal pelaporan sehingga acap kali yang terjadi penghukuman yang terjadi
berupa norma sosial yang menolak pelanggaran moral dan kesusilaan berupa
perbuatan kohabitasi tersebut. Respon masyarakat di daerah-daerah pelosok tersebut

pun cukup tegas, yakni pel bhabitasi sering kali digerebek oleh petugas

(hansip) maupun warga Syara CT anggu akan adanya perbuatan asusila

tersebut.? MCSkl erja d1 di daerah perkotaan yang

«s;?‘* »
eNna but dan respo ¥ dap perbuatan
# a

# f

kohabitas

dari sisi

m
— f
arak akat perkotaan. Perbedaan

/
‘masyarakat tentu dapat

Nilai sebagai s' u w i 3 $ “ L ﬁ )
dili

berbeda beda da‘ dipen .ﬂ-‘ﬂ; } ‘ @H Q?U;#mg Jike

pandangan ini anila 4l ya / masyarakat tertentu.

Jhat dari kedua fenomena
a-norma kesusilaan saja tidak
mampu untuk menanggulangi perbuatan kohabitasi, sehingga diperlukan adanya
kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kohabitasi,sebagai wujud dari

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

2 Barda Nawawi Arief, .2005, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 9



Menghadapi permasalahan yang demikian, banyak pihak yang mengusulkan
agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kohabitasi,dilarang dan diberikan
sanksi pidana dan dalam penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan kohabitasi
tersebut tetap memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa

Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu

karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku

hukum, perlu memberikan pengaturan mengenai kohabitasi ini, yaitu melalui suatu

langkah yang disebut dengan kebijakan hukum pidana.



Aturan dasar hukum pidana Indonesia yang berlaku saat (seblum Undang —
Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana berlaku tahun 2026) secara aspek historis yang melingkupinya
merupakan buatan Belanda yang diperuntukkan bagi negara jajahannya (Hindia
Belanda/Indonesia). KUHP tersebut berlaku berdasarkan asas konkordansi. Sebagai

produk hukum kolonial, KUHP warisan Belanda ini dilatarbelakangi oleh nilai-

masyarakat secara . menyeluruh. idkan

(“,f‘.j‘LJW 2 1 V2 PP )
masyarakat. Sebua}l‘—mg | Rechts als model van
rechtvaardigheid menyebutkan, bahwa upaya untuk mewujudkan suatu keadilan
merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan

hukum.Hal tersebut cukup mendeskripsikan bahwa apabila negara Indonesia



disebut sebagai negara hukum, maka secara mutatis mutandis kita mengatakan
bahwa hukum itu merupakan rule of just law atau hukum yang adil.?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena
kohabitasi dan membahasnya dalam bentuk tesis. Karena disadari ataupun tidak,

perbuatan kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah telah

dalam penulisan hu

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenat tindak pidana kumpul bersama

tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) dalam hukum positif Indonesia saat ini?

3 Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih, “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo
(Cohibitation) dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No.
2,2017, hlm. 169.



2. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kumpul bersama
tanpa ikatan perkawinan (Kohabitasi) dalam perspektif pembaharuan hukum
pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan ini merupakan pencerminan arah dan penjabaran

~muncul dalam penulisan, sckaligus guna

menghindari dari penyi C ada dari tujuan semula. Kemudian

onal vy UFN;ISSUI.A
D. Manfaat Peneliti: ?‘t’ﬁu-ﬂ.y |égﬁb

/s
Hasil Peneh'tiarr yang dilakukan diharapka

dapat memberikan kontribusi
yang baik dan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang akan
peneliti uraikan debagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum,pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya



dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perbandingan pengaturan
pemidanaan tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan
(Kohabitasi) dalam hukum positif Indonesia saat ini dan KUHP Nasional yang
akan datang dan alasan terkait yang melatarbelakanginya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat —memberikan masukan berupa

'\.

‘ /.‘,-L By y "q‘
p1idl ] ’ CTSAlTc ] a 1 3
" al.yang akan datang da ' HoSitil T‘. saat ini
TT N w
E. Kerangka Konseptua =
1. Tinjauan u n Kk ‘. :
sekumpulan kon T b yang menjadi dasar

dalam meny berupa rencana yang

digunakan dal \ u‘ig-}“ﬁ .%Wﬂ'ﬁﬁb - mengambil keputusan,

a"
serta berupa pedoman dalam bertindak dan mencapal tujuan. Kebijakan

digunakan dalam manajemen untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
Dengan kata lain, kebijakan adalah panduan yang digunakan dalam mengambil
keputusan.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang



terdapat hambatan dan peluang. Kebijakan ini diajukan agar dapat membantu
mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan yang diinginkan.*
Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah
yang ada di suatu negara atau daerah. Kebijakan telah membantu para pelaksana
di tingkat birokrasi pemerintah dan para politisi dalam memecahkan berbagai

masalah publik. Kebijakan %dianggap sebagai bentuk intervensi yang
" s,

dilakukan pemerintah ': ] ‘1._" n_kelompok-kelompok yang kurang

beruntung dalam ma

1. Tinjaua n|
nes @
22y

KUF Nhukum kolonial
a{mya sudah tidak

g
§

g KUHP ini adalah

Belanda,\ %
k lagi » - cat I =
cocok lagi deng . . ¢ m

warisan dari | dig an C anda dan hingga kini,

”“m@%%m )/

h ditulis dala a | e 'sepertl yang dikatakan
—

'.-I;-I_‘-l—*-\-.——

teks resmi K

oleh Soedarto setelah kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin
maupun Orde Baru, KUHP Belanda tetap berlaku, termasuk pasal-pasal yang
terkait dengan penyebaran kebencian terhadap tokoh politik, pejabat, atau
kelompok etnis.> Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang adil dan sesuai

dengan kondisi masyarakat masih perlu diperbarui. Hal tersebut juga

4 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta, 2012), halaman 7
5> Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana
Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28



dijelaskan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (RKUHP), yang menyatakan bahwa hukum pidana nasional harus

disesuaikan dengan politik hukum, kondisi, serta perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tujuan dari penyusunan hukum pidana

adalah untuk mewujudkan pembaharuan hukum nasional Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila d@‘ Undang-Undang Dasar Negara Republik
" : s

Indonesia Tahun 1945 serta | ienghormati dan menjunjung tinggi hak

7 s

asasi manusia.

e o : . . .
d il-_‘al.-|4
\:r ‘y Il onesia sesuai
s
-
T

ejahatan dan

m j ana yang berlaku di

nasa kolonial, yang pada

berbagai negar

\

umumnya sudal aman, serta tidak sesuai

dengan kenyataay karenatidak memiliki akar pada nilai-nilai budaya. Selain
s

/

- £ L

itu, hukum tersebut juga tidak selaras dengan aspirasi masyarakat dan tidak
responsif terhadap kebutuhan sosial saat ini. Jumlah pasal dalam KUHP Baru
yang cukup besar, terutama karena banyaknya pasal mengenai tindak pidana,
Konsep pemidanaan dan penentuan sanksi dalam KUHP baru terus berubah
seiring waktu. Perubahan yang cukup besar dari konsep awal hingga konsep

akhir menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP baru selalu disesuaikan

10



dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda
Nawawi Arief dan Muladi menekankan bahwa hubungan antara penentuan
sanksi pidana dengan tujuan pemidanaan adalah hal penting dalam
menentukan strategi perencanaan politik kriminal.® Penentuan tujuan
pemidanaan menjadi dasar untuk menentukan cara, sarana, atau tindakan yang

akan diambil. Kebijakan menentukan jenis sanksi pidana yang paling baik

Tu N irwg ctefjatinanske a tahap sebagai satu
\. .r! naan, ni _jéfg;!:‘gﬂ an dirumuskan. ¢) Tujuan
Alrglial vl

A ~ & 'y Aait oo D L
pemidanaan dirumuskan sebagai lian dan kontrol, sekaligus

memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang

jelas dan terarah. Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP baru, jika
dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini, mengalami beberapa

perubahan yang mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi

¢ Barda Nawawi Arief. /bid. him. 30
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tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta alasan mengapa
sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pengaturan ini
lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini. KUHP
yang baru menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system), di

mana selain sanksi pidana, pelaku tindak pidana juga dapat dikenai berbagai

tindakan (treatment). Selain itu, dalam KUHP yang baru, jenis pemidanaan

istilah samen leven ‘h&éﬁﬁﬁc"{! %E&%ﬁ?n%é 1 idup bersama dalam satu
rumah sebagai pasangan suami isteri di luar perkawinan yang sah.’

Kohabitasi atau kumpul kebo merupakan istilah populer di masyarakat untuk
menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah. Dalam berbagai
istilah asing, Kohabitasi ini dapat diidentikkan dengan sebutan “samen leven”,

99 ¢¢ 99 ¢¢

“living in onmatrimonial union”,“conjugal union”,“cohabitation..’

7 www.legalitas.org, RUU KUHP (edisi 2005), diakses tanggal 20 Februari 2007
8 samen leven

12



Walaupun kohabitasi dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia
sebagai perbuatan tercela, namun dalam KUHP yang berlaku saat ini, yang berasal
dari Wetboek van Starfrecht (WvS) zaman Hindia Belanda. Kohabitasi tidak
dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, karena tidak ada satu pasal
pun yang mengatur pemidanaan kohabitasi.

Dalam perkembangan pen

gﬁ%a, yaitu sejak Konsep Tahun 1977
——— é ) 3

- d

unan konsep KUHP Nasional, perbuatan
N

kohabitasi ini kemudian dija

yang disusun (1??;1" deng wiiep BAS) sampai Konsep
terakhir (2000). Dala A idana kohabitasi ini
dirumuskan da}'a uskan dalam pasal
486.°

Pengertian m%ngen ~ sang asih yang tinggal bersama

sebagai suami isteri dalam satu rumah, itu sendiri dalam masyarakat saat ini
masih sangatlah rancu dan tidak jelas. Sebagian masyarakat yang mengatakan
bahwa dua orang dapat dikategorikan telah melakukan kohabitasi apabila mereka
telah tidur bersama dalam satu malam saja ataupun saja, bahkan dapat juga
masyarakat menduga mereka telah melakukan hal-hal yang dilarang, yang

melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang ada dalam masyarakat.

° Ibid hlm. 93
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F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan
“hukum” yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem
berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema pula, sistem dapat
berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak
dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum,
hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-

beda pula masalah yang akan dikaji. a, setiap ahli memberikan pengertian-

pengertian yang berbeda meng ng um sendiri.'?
Teori Siste an, seorang professor
di bidang hukun Amerika, dan penulis

3 Budaya Hukum-(—L%fZ‘ =

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum

10 Mahfud MD ,Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Politik Hukum di
Indonesia, (Bandung: Binacipta,2010)hlm.2010
""Lawrence M. Friedman,Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,2011)hlm.4
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( legal culture ). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi
hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup (living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat.
a. Struktur Hukum ( Legal Structure )

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem

struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

b9
" ﬂ‘-e

baik. Tentang struktur hukum Fr ) enjelaskan:12
} "m
uchure of a legal system consist
‘.@ourts their jurisdiction
Z what procedures the
ay, \; kind of crosss
< eezes the action.
Dalam bahas_a_ g =2Ta e Y
" Untuk - i 1 hukur it ai cur yang terdiri dari
elemen dari hak— , dan prosedur apa

“ To begin wzth

of elements 0
..Strukture a ,.
pollce dep
sectzon of

yang dipakai oleh r adalah sejenis
perempatan dal ang membekukan tiap
tindakan. " E L
Struktur huk m u Aﬁn ukuran pengadilan,
g B )
yurisdiksinya (terma k jenis kasus yang b J mereka periksa), dan tata

- .

cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti
bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.
Struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan

untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur hukum di Indonesia

12 Ibid,hlm.5-6
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berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga
penegak hukum ini dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-

gan aparat penegak hukum yang baik maka

undangan bila tidak dldukung der

b. Substansi Hukum
Dalam teort Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.'
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

13 Ibid hlm.6
4 Ibid,hlm.7
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yang mereka susun. Substansi ini mencakup hukum yang hidup (living law),
bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (/aw books).
Substansi hukum menurut Friedman adalah

“ Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual

rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress

here is on living law, not just rules in law books ™.">

Dalam bahasa Indonesia:

" Aspek lain dari sistem huk m adalah substansi. Ini berarti aturan nyata,

norma, dan pola perilaku 3 At or ng Qrang di dalam sistem tersebut. Di sini

ditekankan hukum yang J anya hukum dalam buku/teks.”
Substansi hukum [ .‘atau regulasi yang berlaku yang

eqeq o ‘ » I ¥ / u, .
memiliki kekuatan'yang ine at d ‘-é adi pedoman bagi aparat penegak

*"'
Y = )
. “"*‘*‘//
@ an yang memuat sanksi

/i

hukum '\: | pa - dampak kepada

hwa substansi hukum

arakat seperti berupa

pidana bagi masyaraka

¢. Budaya Hukum
Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi
struktur dan substansinya saja, tetapi juga unsur tuntutan-tuntutan (demands)
yang berasal dari kepentingan-kepentingan (inferest) individu dan kelompok
masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan dan

tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang

15 Ibid, hlm.7
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tercemin dalam sikap dan nilai yang ada di masyarakat atau yang disebut
dengan budaya / kultur hukum.!®
Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :!”

“ The third component of legal system, of legal culture. By this we mean
people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is
the climinate of social thought and social force wich determines how law is
used, avoided, or abused .

Dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

“Komponen ketiga dalam sis /\?\.
tindakan mereka terhada ukul \
masing-masing, deng -UM _'rf kan dan pemikiran masyarakat

i
C

yang menentukan’ bag 13 kum' i § an, dihindari, atau malah
6’

adalah budaya hukum, yang berarti
tem hukum dengan kepercayaan

disalahgunakan."
erhadap hukum dan

'
sistern VR XKinerch P ai,. pe an, sertahe aya. Kultur hukum
kuatan sosial yang
atau disalahgunakan.
A m masyarakat. Semakin
< pta budaya hukum yang
baik dan dapat__ rubal AQ _o'. ASY A nengenai hukum selama ini.
Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan

salah satu indikator berfungsinya hukum. Oleh karenanya dapat dimaknai

bahwa kultur budaya menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap

16M_

Syamsudin,  Konstruksi Baru = Budaya Hukum = Hakim  Berbasis = Hukum

Progressif,(Jakarta:Kencana,2012)hlm.31
17 Ibid,hlm. 8
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manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum
dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan
aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum
yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat
dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan

secara efektif.

Dalam me [ asalahan-permasalahan hukum,
hubungan an : ansi, struktur dan kultur adalah
kesatuan ya

bagian yang ,- :

struktur adalah bagian-
1
kejaksaan, dan-pengad

e ¢ R =

n hasil aktual
yang diterbitké_ \ “hukum . éE j 1dah-kaidah hukum

lalabl nilai dan sikap yang

ya kepolisian,

mengikat sistem hukum ifu s ersamaan dan m ighasilkan suatu bentuk
penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Oleh
karenanya untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa
masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan
ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga
adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut disertai oleh

dukungan sikap masyarakat terhadap hukum yang ada.
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2. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Dalam konsep penggunaan upaya hukum atau kebijakan hukum pidana
(penal policy) merupakan suatu upaya yang sering kali diupayakan atau
didahulukan demi mengatasi masalah utamanya yang berkaitan dengan

masalah hukum pidana. Menuru
2N

pidana adalah suatu 1lmus

praktis untuk w M ﬂr@

baik d U cmberi ped a [
fi :
. . =
tetapi < ] 5 nienerapka

kepada 1gadilan.!®

arc Ancel penal policy, kebijakan hukum

g pada akhirnya mempunyai tujuan
itif dirumuskan secara lebih
sembuat undang-undang,

indang-undang dan juga

=

ena memiliki sifat represif,

imn

ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek
pencegahan/penangkal (“deterrent effect”) nya. Di samping itu, Kebijakan
hukum pidana (penal) tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan,
karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk
menyalurkan  “ketidaksukaan  masyarakat  (“social  dislike”)  atau
pencelaan/kebencian sosial (“social disapproval social abhorrence”) yang

13

sekaligus juga diharapkan menjadi sarana * perlindungan sosial ” (“social

18 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 23.
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defence”). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“ penal policy ”
merupakan bagian integral dari “ social defence policy”."” Hal senada juga
dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang
cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana,
alasan tersebut sebagai berikut:?°

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan - tujuan
yang hendak dlcap ¢ tecletak pada persoalan seberapa jauh untuk

2R

mencapai tuJua ggunakan paksaan persoalannya bukan

Roeslan al U N i s’g u L “i /nanggulangi kejahatan
dapat dima \ FSChAGAT & ll’ ) Lapu akal L’-‘Pm'b’-‘- h' menjadi sebuah hal yang
at it selain siia ang represit naimun juga memiliki sifat yang

preventif agar masyarakat berfikir secara matang menghindari untuk

melakukan sebuah kejahatan.

9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan,(Jakarta:Kencana,2007)hlm.182

20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan pidana, ( Jakarta,P.T Alumni, 2010
)hlm.153
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Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal

<

merupakan “ penal policy ” atau “ penal law enforcement policy > yang

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:?!
1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Pada tahap formulasi maka u%pencegahan dan penanggulangan kejahatan

ﬁl"‘ !Hx
» 3

hukuman tersebut.

Kebijakan hukum pidana mencangkup pula pada kebijakan pembaharuan
hukum pidana ( penal reform ). Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya
mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian

kembali sesuai dengan nilai - nilai sentral sosio - politik, sio - filosofi dan sosio-

21 Barda Nawawi, Opcit, him.77
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kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan
kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan
dengan pendekatan kebijakan karena pada dasarnya pembaharuan hukum pidana
hanyalah bagian dari kebijakan atau politik hukum secara umum, khususnya

bagian dari politik hukum pidana. Lel;ih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri

dar | u : asi berbagai masalah
ial asuk masalah kemanusiaa; 5 C i k
| LGS S D 4 e
b. Sebagai bagia %ﬂ%‘%‘fﬂmﬂ:@u&;&@@ L

. r
khususnya dalanfﬁ tindak pidana;

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana
pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperbarui isi hukum
(substansi hukum) demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

an hukum pidana pada
melindungi masyarakat,

Pembaharuan hukum pidana dari sudut pandang ini berarti mencoba meninjau

kembali dan mengevaluasi ulang nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan

22 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan,
Dalam: Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, hlm. 2
23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai.... Op.Cit, him. 28-29.
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sosial-kultural yang menjadi dasar dan isi dari aturan serta substansi hukum pidana

yang diinginkan.

G. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini

o~

adalah yuridis normatit}ai 1 pe elitian yang dilakukan dengan mendasarkan
; .

A P ’ 3

pada data sekun

kepusta dengan  me 7 1 ‘metode pendekatan yuridis, yaitu
‘»s ’

. xilakukan dengan

lang/menurut  ketentuan

‘yang me Hcangkup asas-asas
= /

hukum, kaidah-kaidah hukam, “dan Lﬁ; 1dang-undangan,yang
: i

idana terhadap tindak

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis
yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan

24 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), halaman 12.

%5 Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2014),hlm.1.
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praktek pelaksanaan hukum positif beserta alasan yang melatarbelakangi
terbentuknya hukum positif itu . Bersifat deskriptif karena penelitian ini
mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis
dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan
penulisan tesis ini.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana
keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir

kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada.

karena pene an-i P"_ 1a ne c an yuridis normatif.
di  kepustakaan, yaitu
n perundang—undangan,
yang berkaitan dengan

masalah yang ud antara lain:

AR 3

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
(peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

26 Soerjono Soekanto, Op.Cit, 2007
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2) UU RI No. I Tahun 1946 tentang tentang Peraturan Hukum Pidana
di Indonesia

3) UU No 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang. hukum pidana
yang di dalamnya mengatur tentang Kohabitasi.?’

b) Bahan Hukum Sekunder

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan telaah/ penelitian kepustakaan akan

diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan

27 Ditjenpp.kemenkumham.go.id.Rapat Kerjs Antara Menteri Hukum dan HAM Bersama DPR RI :
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ( KUHAP ).

28 Ibid hlm.66

26



dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok

permasalahan.

d) Internet
Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi
kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam
menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data

yang berhubungan dengan  pokok - permasalahan. Kelebihan

\\\
T

11D } dilakukan dengan

ehing enghasilkan hasil

W
@g sempurna. Metode
-

*
g ‘pada langkah-langkah
W '

observasi"i' d: U a setelah memperoleh data

k S huk ehin /S

berupa stuai kepustakaan itu }Erkumi)ul, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan.
H. Sistematika Penulisan Tesis
Penelitian ini tahap-tahap penelitian oleh penulis dibuat sistematika

penulisan tesis.
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BAB 1. Pendahuluan, dengan sub bab antara lain tentang Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Konseptual (Tinjauan Umum Kebijakan, Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum
Pidana, Tinjauan Umum Kohabitasi), Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

ngan sub bab antara lain tentang Kebijakan,

BAB II. Tinjauan Pustaka de
AN

Sistem Pembaharuan Hukus Pt

,-‘5 94 d

Ide Dasar ) Pembaha
Tinjauan mun k P . (;1 bab peéngertian tindak pidana,

A ¥
"l'-‘-»*
Unsur-unsu
Indonesia de % .k

KUHP, Kohabitast mentir

n sub bab Latar Belakang Pemikiran (

Pembaharuan hukum pidana,

- -

Dalam Konsep Hukum di

-

kohabitasi, Pengaturan Kohabitasi dalam

i =
; ‘ Kum - 3 a1 = =
— b - =
- -

Pidam—daim{ya Menangani Tindak Pidana

Kumpul Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan (Kohabitasi) dalam Hukum Positif saat

-

BAB III. Kebijakan Hu

ini, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menangani tindak pidana kumpul
bersama tanpa ikatan perkawinan (Kohabitasi) dalam Perspektif Pembaharuan
Hukum Pidana.

BAB IV. Penutup, dengan sub bab kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

1.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan

gagasan dan prinsip yang menjadi panduan utama dan dasar untuk

F.yv
merencanakan serta ]
tertentu. Secara etimologi, | l 1 K

L " ' .
N

beberap ;{ asa eIt 2 anskerta n La alam bahasa Yunani,
‘ i

gar mencapai tujuan atau sasaran

an (policy) berasal dari

N

keblja » ang berai gara kota. Dalam Sanskerta, disebut pur

yang be [ m bahasa Latin-d ebut politia yang berarti
f : . —
od o Iy
iy

entang kebijakan, seperti

negara.

Carl Friedrié' dalam b
e —

5

g menyatakan bahwa kebijakan

adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan ini memberikan

2 Dunn,William N.2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Gadjah Mada Press,Y ogyakarta;

hlm. 68
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batasan dan kesempatan yang harus dipertimbangkan dalam mengusulkan

kebijakan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran tertentu.3°

Dalam kebijakan, terdapat hal utama yaitu adanya tujuan, sasaran, atau tujuan
yang ingin dicapai. Sementara Jones mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku
yang tetap dan berulang terkait dengan usaha yang dilakukan melalui
pemerintah untuk menyelesaikan masalah umum. Definisi ini menunjukkan
bahwa kebijakan bersifat dinamis. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam

bagian lain terkait sifat kebijakan itu sendiri.?!

»

e ..

- menjelaskan  kebijakan
beruipa peraturan pemerintah
3 e ] J -
mengenai pelak ~ s-undang.

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah

kebijakan pelaksanaan.

39 Indiahono,Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava
Media,Yogyakarta, hlm.18.
31 Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi
Politik Suara Bebas, Jakarta, hlm.25
32 Tbid
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Secara umum, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan
resmi dari sebuah organisasi yang bersifat mengikat bagi anggota organisasi
tersebut.

Kebijakan dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan nilai baru
dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya
bersifat panduan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan
menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kebijakan
biasanya bersifat fleksibel dan bisa diinterpretasikan. Kebijakan biasanya
bersifat menyelesaikan masalah dan diharapkan memberi ruang bagi

.

interpretasi sesuai kondisi yang
o

da. Dengan demikian,  kebijakan tetap

{3

a g‘};lah ada arahan resmi
paya {‘rlllengelola masukan agar
-f arakat. Lester dan Stewart
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat yang digunakan oleh
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk
menjalankan kebijakan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai
tujuan dalam suatu keputusan kebijakan. Ada dua cara untuk

mengimplementasikan kebijakan, yaitu langsung melalui program-program

31



dan melalui kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van
Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan individu,
kelompok, pemerintah, atau swasta yang bertujuan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Jadi, implementasi adalah bagian paling penting dari
seluruh proses kebijakan karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar

bisa memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan di atas,

U N ﬁ Q’»s u L A engaruhi  keberhasilan

- M‘JJQJ.;.) | éi?’ﬁrﬁﬁlyf{ﬁkl 5ia, biaya, dan waktu sangat
penting dala kebijakan. Sumber daya
manusia sangat penting karena menjadi penggerak utama kebijakan.
Modal diperlukan untuk menjalankan pembiayaan kebijakan agar tidak

menghambat prosesnya. Sementara waktu juga merupakan bagian yang

penting karena berperan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.
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Sumber daya waktu menjadi penentu dalam merencanakan dan
melaksanakan kebijakan oleh pemerintah.

c. Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, yaitu karakteristik dari
pelaksana sangat memengaruhi kinerja implementasi. Jika implementator
memiliki sifat atau karakter yang baik, maka ia bisa menjalankan
kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

B. Sistem Pembaharuan Hukum Pidana

1. Latar Belakang Pemikiran ( Ide Dasar ) Pembaharuan Hukum Pidana.

(. upaya rasional) untuk
stance) dalam rangka lebih

R |
CO
S

Pe aglan - garil cO
memperbarui S hukum (
mengefektifkan penegakan hukum.

2) Merupakan bagian dari kebijakan ( upaya rasional) untuk
memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan
masyarakat.

3) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya nasional ) untuk mengatasi
masalah  sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka
mencapai/menunjang tujuan nasional ( yaitu : “social defence’’ dan
“social welfare”

4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi
dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-

33 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana,( Bandung,Citra Aditya Bakti,2005)hlm.3
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nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi
kebijakan kriminal dan kebijakan ( penegakan) hukum pidana selama
ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari
hukum pidana lama warisan penjajah ( KUHP Lama atau WvS ).
Berdasarkan keterangan di atas, pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya juga termasuk dalam penegakan hukum pidana dimana
pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya rasional
memperbarui substansi hukum agar lebih efektif,

memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan

masyarakat, mengatasi masalah sosial dan sebagai upaya evaluasi

disesuaikan dengan

W

f

g atau bagian / subsistem dari
_—

sistem penegakan hukum pidana” dimana upaya pembaharuan

hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan
mengajukan Konsep / Rancangan Undang-Undang KUHP ( Hukum
Pidana Materiil ), tetapi juga disertai dengan konsep menggenai
Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan Konsep / Rancangan

Undang-Undang Pelaksana Pidana.
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2) Penyusunan hukum pidana materil/substantif (termasuk KUHP )
pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu sistem yang
bertujuan ( “purposive system” ), dan merupakan bagian/subsistem
dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/ operasionalisasi hukum

pidana.

Pada hakikatnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RUU KUHP ) pada nantinya tidak bisa berjalan dalam sistem penegakan
hukum jika tidak diimbangi dengan operasional pelaksanaannya yakni

o

2z .
KUHAP dan konsep ,/ -}‘ undang — undang pelaksanaannya.
¥ .

/P N
Skema bal :

sebagai be

Development

Legislative Policy
(Kebijakan Formulasi)

h

Gambar 2. Skema Pembaharuan Hukum Pidana

( Sumber : Barda Nawawi Arief)

34 RUU KUHP BARU, Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia,
(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012 ), him.35-36
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Keterangan:

1) Penal Reform :
a. Pembaharuan Substansial Hukum Pidana
b. Pembaharuan Struktural Hukum Pidana
c. Pembaharuan Kultural Hukum Pidana

2) Penal Policy adalah kebijakan ( upaya rasional ) untuk
memperbaharui  substansi hukum ( UU ) untuk lebih
mengefektifkan penegakan hukum.

3) Criminal Policy adalah kebijakan ( upaya rasional ) untuk
menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat

4) Social Policy adalah kebijakan ( upaya rasional ) untuk mengatasi

masalah sosial dalam rangka menunjang tujuan nasional ( social

defence dan social el 1 '2

Berdasark dari ske ? t.dudentlﬁka&kan hal-hal pokok
sebagai b ikut: ‘
t’.pada hakikatnya
‘policy” yang yaitu
Ips olicy), politik/kebijakan
sosgi\a) ( At o ¢ hukum p ;ﬁa dimana politik atau
kebijaka B i, ".j-f' 1-;-(&% Pg_,{,ﬁ,:ﬂ;ﬂ,)u ga merupakan kebijakan
penegakaﬁﬁtﬂ’p&%eﬂ%?&n%&a%gﬁé& proses yang terdiri dari tiga
tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan
legislatif. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu penerapan
hukum pidana. Ketiga, tahap eksekutif/ administrasi, yaitu

pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Kemudian upaya pembaharuan

hukum pidana itu dituangkan dalam suatu kebijakan guna menetapkan
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dan merumuskan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan oleh

badan yang berwenang atau yang dinamakan dengan kebijakan formulasi.

2. Makna Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh

dengan dua cara sebagai berikut :*3

osial, pembaharuan hukum pidana
ojian dari upaya untuk mengatasi
‘ mencapal/menunjang tujuan

perlindungan
ahatan).
pembaharuan

b)

kembali nilai- nilai
| yang melandasi dan
: tlf hukum pidana yang

Pada era ‘refOTrrrasrrrn, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat
mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk
mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan

produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam

35 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., 2007, hlm. 29-30
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KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua,
sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat
reformasi yang menjunjung tinggi nilai - nilai kebebasan, keadilan,
kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum
pidana positif menimbulkan ketidak adilan terhadap rakyat, khususnya para
aktivis politik, HAM, dan kehigl‘lpan demokrasi di negeri ini.’® Menurut

mengapa perlu segera dilakukan suatu

,

Sudarto, sedikitnya ada tiga

b) ‘pidana merupakan
ukum itu berkembang.
dapat tempat dalam
asikan suatu perbuatan,
yang terdapat di dalam
..=?¥: i a sangat berpengaruh di

; a hukum pidana.

C) a?i‘—'ﬁnfuk—pemba-hafuan hukum pidana adalah
karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda.
Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R.
Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan
“partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu
undang -undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat
orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini
tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan

'
‘wﬁ’-.’j

9, ] 14 5
&
enta

36 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., 2007, hlm. 9
37 Sudarto, Opcit,hlm.150
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mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada
sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Muladi menambahkan adanya alasan adaptif dalam mendukung
pembaharuan hukum pidana yakni merupakan upaya pembaharuan di masa-
masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan  diri dengan
perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional

J’L’i\.__\.

yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.’® Melalui alasan-alasan

. scbagai negara yang telah

W

38 Muladi dalam buku Nyoman Serikat Putra Jaya , Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional ( Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005),hlm83
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C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu
strafbaar feit. Ada pula yang mengistilahkan menjadi delict yang berasal dari
bahasa latin delictum. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah
offense atau criminal act. KUHP Indonesia bersumber pada wetbook van

strafreht Belanda, maka memak

aslinya pun sama yaitu strafbaar feit.

N

Para sarjana Indonesia 51 ‘2‘-1 aarfeit 1tu dalam arti yang berbeda,
v -
menurut Moeljatno, per o) ada ": rbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan thukum | an ma s anksi) yang berupa
\ .
pidana»

Moelja
L

aturan hukum dilarang dan

(u diingat bahwa larangan

adaan atau kejadian yang

an pidananya ditujukan

Perbuatan u
diancam d
tersebut ditu

2
d1t1mbulkan J"k"l"-"‘r:l ﬂ ‘.."5 mgke rl&'-‘ f J
1
kepada orang yang imbulka

o r AA

Perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hamel , adalah sebagai
berikut:*!
“Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang - undang,
bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

3 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit, hlm. 54.
40 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,Op .cit, Hal. 56.
41 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit, him. 57.
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Tindak pidana adalah pelanggaran norma -norma dalam bidang hukum
lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah,
yang oleh pembentuk undang -undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.
Maka sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar
hukum (wederrecteliijkheid, onrechtmatigheid). Tiada ada suatu tindak pidana
tanpa sifat melanggar hukum.*?

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian

Strafbaar feit dibedakan menjadi :4

.r’*

ygaran terhadap norma yang
\

‘e‘ n diancam dengan pidana
lamatkan kesejahteraan
-

.

cejadian/ feit yang

1) Definisi men
dilakukan kare
untuk

5 t digunakan adalah

istilah “tlnd '-fepat dan jelas sebagai

istilah hukum / pemerintah diberbagai

_IJ.-Q.,U? @,ﬁ@
peraturan perundé : memakai istilah ™ indak Pidana” contohnya

y-_-q* el
-——

mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

— %

42 Wiryono Prodjodikoro, Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , ( Bandung: PT. Refika

Aditama, 2003) him. 1.
43 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit, him. 58.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat
dijabarkan unsur - unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif
dan objektif.** Unsur-unsur subjektif adalah unsur - unsur yang melekat pada
diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan
yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur —unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.*

Unsur - unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:*®

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);

b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan -kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif berasal dari dalam diri si pelaku (dader ) atau merupakan
keadaan jiwa atau batin si pelaku.
Unsur -unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:*’
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri
di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

4 P.A.F Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.
180.

4 Ibid, hlm. 183-184.

46 1pid, him. 184

47 Ibid, hlm. 185
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sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur — unsur ini berasal dari luar diri si pelaku atau dapat dikatakan
hubungan pelaku dengan faktor lingkungannya.

Berkaitan dengan unsur -unsur tindak pidana (strafbaarheit) selain ada

pidana atau kesalak

pengertian tindak pidana tidak memisahkan unsur - unsur tindak pidana, mana
yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur
pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh si pelaku dianggap dilakukan oleh dasar kesengajaan yang ada
pada dirinya. Sementara aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak
pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila
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telah terjadi perbuatan pidana (unsur objektif), tetapi dipersyaratkan juga
adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana (unsur subjektif). Diferensiasi
atau pemisahan tersebut bertujuan memberikan kemudahan dalam menganalisis
hukum pidana dan menempatkan kedua sistematika secara proporsional.
Perbuatan pidana selamanya tidak berkaitan dengan keadaan batin pembuat

lantaran perbuatan hanya menunjuk kepada perilaku dan keadaan yang obyektif
E “

h 'jelasnya berikut

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan);

Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

Melawan hukum (onrechtmatig);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld verband staand);

Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar
person).

opo o

48 Sudarto, Hukum Pidana 1, Cet 4, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013, ) him. 67.

* Loc.it

44



Unsur -unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan
adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:>

1.Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
ii.Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
iii. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan -
perbuatan itu seperi dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar”
atau “dimuka umum”.

if dari strafbaar feit adalah:’!
'I.\,'ﬂ

Selanjutnya unsur subje

o -~ .
a) Orangnya mampj nggungjawab;
b) -"';?r ah  (dolus da .culpa).
| | a
‘. . ' P’
tan _harus akukan _’3?{ an ' kesalahan. Kesalahan ini dapat

LY = E e

# -

perb E ;Lu» Al %engan keadaan -

2) VanHamel

%
|

ik en mensschelijke
in schuld te wijten.>?
r tindak pidana adalah:>?

.

n ! .
Stra; :}-ui eit

=
M
.

gedraging ec "jl atig,s
Jadi menurut Van Hamel

a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

b) Bersifat melawan hukum;

c) Dilakukan dengan kesalahan;

d) Patut dipidana.

Dua pendapat sarjana diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis.

Sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut:

1) Moeljatno

52 Ibid,hlm.68
53 Ihid, hlm.68
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Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan
pidana harus ada unsur -unsur:>
a) Perbuatan oleh manusia;
b) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
¢) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang

tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus

i

f adalah tidak lain dari feit
yang diancam pidana dalam ketentuan undang -undang, jadi
perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum,
dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.>

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini
ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.
Kemudian keduanya disederhanakan oleh Soedarto dengan

pandangan bahwa kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun

4 Ibid,.hlm.72.
55 Ibid, him. 73
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aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam
menentukan adanya pidana yang mana apabila orang menganut
pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara
konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.>®
Hal ini hendaknya menjadi sikap kearifan dari penegak hukum dalam
menentukan unsur tindak pidana tersebut karena kedua pandangan ini
memilik tolak belakang dalam menentukan unsur tindak pidana itu berbeda,
bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang telah melakukan
tindak pidana harus dapat dipidana. Sedangkan bagi yang berpandangan
dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih

harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana.

D. Tinjauan Umum Kohabitasi dalam Konsep Hukum di Indonesia

%6 Ibid, him.74
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1. Pengertian Kohabitasi

"Kohabitasi" dalam bahasa Belanda disebut "Samenleven" dan dalam
bahasa trendi disebut "Living Together", tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah
"kumpul kebo". Istilah ini berasal dari masyarakat Jawa tradisional, khususnya
generasi tua. Secara sederhana, "kohabitasi" merujuk pada pasangan yang belum

menikah, tetapi sudah tinggal' di.bawah satu atap. Perilaku mereka dianggap
7

mirip dengan kebo. T1d ngapa hidup bersama tanpa ikatan

perkawinan dise ra anckdotal, kebo dianggap

binatang ya . D se maun) ” ena ito hidup bersama tanpa
menikah diangg Th-menceuiiinkatisikap senat faufiya rut para pengamat
kebo, mereka. jarang melihat kebo. an dan betina berhubungan seks. Yang
mereka lihat hanya saling hu si a ha : an melahirkan anak.

Mungkin kare abi / / irip dengan kebo. Di

1 orang pacaran, tetapi

Sejarah lain mengenai “kohabitasi” konon be;asal dari Eropa, di mana
pernikahan pada zaman itu dianggap sebagai cara untuk melanjutkan keturunan.
Mereka yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak dianggap sebagai orang
yang memalukan, menandakan bahwa perkawinan mereka gagal. Sebelum
memutuskan untuk menikah, pria melakukan tes pada wanita, apakah mampu

hamil atau tidak, baru setelah itu dilangsungkan pernikahan resmi. Ini mirip
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dengan melakukan test drive dalam bidang otomotif, mencoba dulu kalau sesuai
baru melakukan pembelian. Memang tidak adil, karena masalah ketidaksuburan
bisa saja disebabkan oleh pria yang steril, di mana kualitas sperma tidak baik.
Atau dalam keadaan lainnya, “kohabitasi” terjadi karena tidak tahan untuk segera
menikah, tetapi situasi dan keadaan tidak mendukung, seperti masih dalam

pendidikan, orang tua melarang, belum memiliki pekerjaan, atau usia terlalu

utama an, masalah. dz ‘( : u,_ bagi generasi

11 / nampu menahan

oleh Departemen PMK’BM&M&M oleh Balai Pustaka

pada tahun 1989, didefinisikan sebagai "perihal susila". Kata "susila" sendiri

memiliki berarti sebagai berikut:

1. perilaku yang baik, beradab, sopan, dan teratur;

2. norma yang baik, kesopanan, dan etika;
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3. pengetahuan terkait dengan adab.

Kata “Susila” dalam bahasa Inggris merujuk pada moral, ethics, dan
decent. Istilah-istilah ini seringkali diterjemahkan secara bervariasi. Kata moral
diterjemahkan sebagai moril atau kesopanan, sementara ethics diartikan sebagai

kesusilaan dan decent sebagai ke

m‘f\utan. Istilah "moral", "ctika", atau "hukum"
=

menyang a-noIma n'pe 1 (Ce onduct). Definisi dari

“Kesusila itan T o s telah diatur dalam undang-
o o

L]
undang. Oleﬂ:_
(83 :
menjadi bertentar cnga ‘ma-norma al_dan etika disebut sebagai
‘.

&1
a

masalah seksual).
Dalam Black’s Law Dictionary, Kohabitasi diartikan sebagai:

“to live together as husband and wife. The mutual assumption of those
marital rights, duties and obligation which are usually manifested by married
people, including but not necessarily depent on sexual relations yang artinya
hidup bersama sebagai suami dan istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang
yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada kebutuhan masalah
hubungan seksual).

Dalam pengertian yang sama dengan kohabitasi Adalah cohabitation

agreement, yang diartikan sebagai :
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“Contract between a man and a woman who are living together in

contemplation of sexual relations and out of wedlock, relating to the property
and financial relations of the parties”(kontrak atau kesepakatan antara seorang
pria dan seorang wanita yang hidup secara bersama-sama dalam hubungan
seksual (sebagai suatu keluarga) dan keluar dari ikatan perkawinan yang sah,
bekenaan dengan hak milik dan kondisi hal keuangan dari suatu kelompok).

. Faktor-Faktor Kohabitasi

Faktor tang mempengaruhi perbuatan kohabitasi diantaranya:

a)

b)

Ketidaksiapan mental o

Individu sern}g ,»l ubungan yang romantis dengan

pasa ,:_;-f:-"f.e : :-' -\- - t -~~|4.% 1t han seksual tanpa harus

&
-

terika \
\

umu ya oelu
.(,

mesklpuﬂ i

h| '.-it

cukan "kohabitasi"
ﬁ' = A
#" 13

r{ahap pernikahan,

1 enuhl syarat. Laki-

ﬂl'
g an untuk menjalani

Wamta menganggapnya

laki men 7

hubungan seks

sebagai persiapan untuk memasuki pernikahan yang sah.

Ketidaksiapan secara ekonomi

Meskipun dari segi usia seseorang mungkin telah memenubhi syarat, secara
ekonomi mereka mungkin merasa belum siap untuk menikah. Contohnya,
mereka yang masih belajar di perguruan tinggi, baru lulus universitas tapi
masih menganggur, atau telah bekerja tetapi penghasilannya belum cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup berdua. Dorongan seksual dari dalam

diri mereka harus dikelola secara teratur dan sah secara hukum perkawinan.
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Namun, kondisi tersebut membuat mereka cenderung berpikir jangka
pendek, hanya memprioritaskan kebutuhan biologis, mengabaikan nilai-
nilai agama, norma sosial, dan etika. Akhirnya, mereka memilih
"kohabitasi" sebagai pilihan terbaik.

¢) Pengalaman teomatis sebelum dan sesudah pernikahan

Seorang individu yang telah menjalani hubungan dengan lawan jenis

3. Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP

KUHP tidak mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana kohabitasi, karena
KUHP yang kita pakai sekarang ini tidak ada satu pasal pun yang mengatur
mengenai sanksi bagi pelaku kohabitasi.

KUHP hanya mengatur pemidamaan tindak pidana perzinahan atau

perbuatan zina saja, yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Perbutan zina berbeda
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dengan kohabitasi, karena kohabitasi memiliki syarat yang berbeda dengan
syarat dalam perbuatan zina, yaitu tentang status pernikahan para pelakunya.

Pelaku perbuatan zina baik laki-laki ataupun perempuan harus terikat
dalam perkawinan yang sah atau sudah menikah, sedangkan bagi pelaku
kohabitasi baik laki-laki atau perempuan tidak ada ketentuan telah menikah
ataukah belum. Disamping itu perbuatan zina pada dasarnya juga memiliki
beberapa persamaan dengan kohabitasi. Akan tetapi, di luar persamaan yang
terdapat dalam perbuatan zina dan kohabitasi. Akan tetapi di luar persamaan yang
terdapat dalam perbuatan zina dan kohabitasi, tetap saja pasal yang mengatur
mengenai perbuatan zina tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus
kohabitasi.

KUHP hanya mengatur pemidanaan mengenai perzinahan yang diatur

dalam Pasal 284 KUHP dan mengenai pencabulan yang diatur dalam Pasal 289.

E. Kohabitasi Menurut Hukum Islam
Islam adalah agama yang dianggap lengkap dan sempurna, dengan berbagai
ajaran yang menyediakan panduan jelas dalam segala aspek kehidupan manusia,
baik dalam hal ibadah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, maupun
muamalah, yaitu interaksi antar manusia. Istilah hukum pidana Islam dalam bahasa

Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu Fiqih Jinayah. Kata ini dibentuk dari
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gabungan dua kata, yaitu figh yang berarti mengerti dan jinayah yang berarti
memahami. Secara istilah, figih jinayah adalah kumpulan peraturan syara’ yang
mudah dipahami karena penjelasannya yang rinci dalam dalil-dalilnya. Jadi, figih
jinayah adalah segala ketentuan hukum terhadap tindakan pidana atau tindak
kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf. Sumber hukum pidana
Islam (fiqih jinayah) adalah al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas.

Dalam kaitannya tentang kohabitasi secara etimologi adalah perbuatan
bersetubuh yang tidak sah. Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai
perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan,
dimana perbuatan tersebut dalam pandangan kehidupan manusia dianggap tidak
wajar, namun diharamkan oleh syara'.%’

Hasan Muhammad Makluf menciptakan istilah "kohabitasi" atau zina sebagai
akibat dari hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami
isteri yang tidak sah tersebut adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua
orang yang tidak terikat tali pernikahan, dan tidak memenuhi unsur rukun serta
syarat nikah yang telah ditetapkan.®

Dalam pandangan para ulama mazhab, seperti ulama mazhab malikiyah,
"kohabitasi" atau zina didefinisikan sebagai perbuatan menyetubuh faraj seseorang

yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan secara sengaja Sementara itu, ulama

37 Risalah Nasikun, Tafsir Ahkam: Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: CV
Bina Ilmu, 1984), 44
38 Dahlan Abd Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van House, 2019),hlm 40.
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mazhab syafi’iyah memiliki pandangan yang berbeda, yaitu "kohabitasi" atau zina
adalah memasukkan akar zakar dari ke faraj yang haram dengan tidak subhat dan
secara naluri memasukkan hawa nafsu.

. Secara umum, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd, kohabitasi atau zina
dalam hukum Islam adalah setiap persetubuhan yang tidak terjadi dalam pernikahan
yang sah, atau pernikahan yang meragukan (subhat), atau tidak melalui pemilikan
hamba.>

Sementara itu, menurut Wahba Al-Suhaili, pengertian kohabitasi atau zina
dalam bahasa dan hukum Islam adalah sama, yaitu persetubuhan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan di faraj (vagina) tanpa adanya pernikahan atau
pemilikan hamba.®’

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kohabitasi atau zina
adalah memasukkan alat vital (kelamin) ke dalam faraj tanpa melalui akad nikah
atau pernikahan yang sah.

Perbuatan ini melanggar aturan dan norma agama serta hukum yang sah. Imam
Syafi’i mengatakan bahwa sesuatu yang haram tidak bisa memberi haram kepada
yang halal.

Dengan demikian, jelas bahwa pengertian kohabitasi atau zina berdasarkan
berbagai definisi dan pandangan para ulama mazhab, paling sedikit memiliki tiga

unsur.

59 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihatul Mugtasid, (Semarang: Toha Putera,Tth), jilid 2. Hal 324
%0 Wahab al-Zuhaili, Al-Figih al-Islami Wa Adlatuhu (Damaskus: Daar Fikr,989), Jilid IV,Cet 3, hal 45
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Pertama, Al-Amil yang berarti orang yang melakukan kohabitasi atau zina, baik
laki-laki maupun perempuan. Kedua, AlI-Ma’mul ‘Alaih yang berarti alat vital yang
digunakan dalam kohabitasi atau zina, baik laki-laki (penis) maupun perempuan
(vagina). Ketiga, tidak adanya pernikahan yang sah, artinya persetubuhan dilakukan

oleh dua pihak yang bukan pasangan suami istri.

Meskipun pendapat para ulama mazhab berbeda dalam mendefinisikan
kohabitasi atau zina, mereka sepakat bahwa ada unsur wathi’ haram dan di sengaja
atau ada i’tikad jahad.

Dalam hal kadar persetubuhan yang dianggap sebagai kohabitasi atau zina, itu
adalah wathi’ haram, yaitu masuknya kelamin laki-laki (penis) kedalam faraj
(vagina) perempuan, seperti masuknya timba ke dalam sumur. Meskipun masuknya
hanya sedikit, maka sudah dianggap sebagai persetubuhan

Secara umum, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd, kohabitasi atau zina
dalam hukum Islam adalah setiap persetubuhan yang tidak terjadi dalam pernikahan
yang sah, atau pernikahan yang meragukan (subhat), atau tidak melalui pemilikan
hamba.

Sementara itu, menurut Wahba Al-Suhaili, pengertian kohabitasi atau zina
dalam bahasa dan hukum Islam adalah sama, yaitu persetubuhan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan di faraj (vagina) tanpa adanya pernikahan atau

pemilikan hamba.
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kohabitasi atau zina adalah
memasukkan alat vital (kelamin) ke dalam faraj tanpa melalui akad nikah atau
pernikahan yang sah.

Dengan demikian, jelas bahwa pengertian kohabitasi atau zina berdasarkan
berbagai definisi dan pandangan para ulama mazhab, paling sedikit memiliki tiga
unsur.

Pertama, Al-Amil yang berarti orang yang melakukan kohabitasi atau zina,
baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, Al-Ma’mul ‘Alaih yang berarti alat vital
yang digunakan dalam kohabitasi atau zina, baik laki-laki (penis) maupun
perempuan (vagina). Ketiga, tidak adanya pernikahan yang sah, artinya
persetubuhan dilakukan oleh dua pthak yang bukan pasangan suami istri.

Meskipun pendapat para ulama mazhab berbeda dalam mendefinisikan
kohabitasi atau zina, mereka sepakat bahwa ada unsur wathi’ haram dan di sengaja
atau ada 1’tikad jahad.

Dalam hal kadar persetubuhan yang dianggap sebagai kohabitasi atau zina, itu
adalah wathi’ haram, yaitu masuknya kelamin laki-laki (penis) kedalam faraj
(vagina) perempuan, seperti masuknya timba ke dalam sumur. Meskipun masuknya
hanya sedikit, maka sudah dianggap sebagai persetubuhan. Menurut ajaran Islam,
memenuhi keinginan seksual hanya diperbolehkan jika dilakukan dalam

perkawinan yang resmi. Jika dilakukan di luar pernikahan, maka perbuatan tersebut
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dianggap melanggar batas dan haram. Bahkan, mendekati perbuatan seperti itu juga

dianggap sebagai tindakan yang dilarang.

Dasar keharamaan perbuatan kohabitasi dalam syariat islam terdapat dalam Qs.

Al Mu’minun ayat 5-6 yang berbunyi:

I T
wmels

H 3 -] - r P, & r
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Yang artinya:

“Mereka ( orang-orang yang beruntung ) adalah orang-orang yang menjaga
kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu,

maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”

Bahkan bukan hanya perilaku “kohabitasi”’ atau zina yang dilarang, tetapi

mendekati perbuatan tersebut pun sudah haram, seperti yang dijelaskan dalam

firman Allah dalam surat Al-Isra': 32.

AW Bl 2P 0¥ Bs J=u |/
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Yang artinya:
Dan janganlah kamu mendekati ‘“kohabitasi”/zina , Sesungguhnya

“kohabitasi”/zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”
Oleh karenanya perbuatan kohabitasi atau zina sangatlah dilarang dalam hukum

islam.
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BAB I1I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kumpul Bersama
Tanpa Ikatan Perkawinan (Kohabitasi) dalam Hukum Positif Indonesia Saat

Ini
Manusia merupakan makhluk sosial dengan pengertian bahwa dalam

kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendirian (membutuhkan orang lain)

sehingga tidak khayal ka:ew ’a’ didasari sifz t%?tiniyah manusia yaitu salah satunya
nafsu seksualitas manusi " ﬁfi 1gin berdekatan dengan lawan jenisnya akan
tetapi dal? s i 2 : . aupun kehidupa i i

berdamp’i" engan berbage - yang secara ketat'd o oleh masyarakat.

Karena itu\}*. memen asrat seksualnya nusia diatur dan dibatasi oleh

Dewasa ini, Sering'(ﬁt"ér'ﬁ&eﬁ” kasus di mana pasangan melakukan hubungan
kohabitasi secara bebas. Mereka adalah gambaran realita yang ada sekarang,
Mereka sering melakukan tindakan yang melebihi batas-batas yang seharusnya.
Karena semakin maraknya fenomena ini, kehidupan masyarakat semakin terganggu
dan tidak nyaman dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Secara hukum, saat ini tidak

ada aturan yang tegas dalam hukum pidana yang mengancam seseorang yang hidup
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bersama dalam satu rumah tanpa ada pernikahan yang sah. Terutama bagi mereka
yang sama-sama belum menikah

Kohabitasi sejatinya secara harafiah dalam bahasa Belanda disebut
Samenlaven, sedangkan dalam istilah modern disebut juga sebagai Living Together.
Dalam bahasa Indonesia, Kohabitasi adalah frasa yang diambil dari istilah yang

diciptakan oleh masyarakat Jawa tradisional. Istilah ini memiliki makna sepasang

laki-laki dan perempuan yang tin ~/ oal
o

'ﬂ"‘ '1

J"‘ .
dalam Kitab Undangmmmmn perundang-undangan

yang mengatur secara jelas tentang perbuatan kohabitasi atau dikenal dengan istilah
recht vacuum. Beberapa peraturan yang hampir berakitan dengan perbuatan

kohabitasi dalam hukum pidana (KUHP saat ini) diantaranya:
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Pasal 281
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ

bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

erkait dengan  tindak p1aa \0hg
(‘E’.“w‘/ '1""-‘4' .
terlalu jauh dengaﬁMohabitasi yang dilakukan

dengan cara tinggal bersama secara berturut-turut dan terkadang seperti

disembunyikan sehingga oleh karenanya unsur-unsur dalam peraturan ini masih

belum melingkupi luas sebagaimana perbuatan dalam tindak pidana Kohabitasi.
Peraturan lain yang sangat diidentikkan dengan tindak pidana Kohabitasi

adalah tindak pidana zina, zina itu sendiri adalah tindakan melakukan hubungan
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seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau tidak berada
dalam perkawinan yang sah. Hal ini diatur dan kemudian dianalisis sebagaimana
Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Pasal 284 KUHP:

1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
ke-1. a. seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina, padahal
diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina,
o furut serta melakukan perbuatan itu, padahal
ut bersalah telah nikah;

b.

A : , a}ku baginya.
2) Tidak dilakukan pe utan mclainkan atas p duan suami/istri yang
¢ ' BW, dalam tempo
eja dan ranjang
3) . ,
4) caduan da arik kembali selama pemeriksaan dalam sidang

5) Jika bagi Stz ) BW, pengaduan tidak diindahkan

KUHP: = =
a) Pasal 284 ayat1
Ayat ( 1) dari Pasal 284 KUHP ini terdiri dari dua angka yang masing-
masing terdiri atas dua huruf yaitu :
Ke-1 a. seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina, padahal

diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
b. seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina,
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Dalam ketentuan ke-1 ini dapat dimaknai bahwa seorang pria dapat
didakwa melakukan zina bilamana:
a. Pria tersebut telah menikah;
b. Pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku
baginya.

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1)

u unsur dari tindak pidana

perzinaan- yang memeriksa perkara
pelaku, pengetahuan tentang berlakunya Pasal 27 BW tidak dapat
dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim harus
memberikan putusan bebas atau vrijspraak terhadap pelaku. Namun

keberlakuan unsur ini terjadi bilamana seorang pria tersebut tunduk pada

keberlakuan kitab BW pada dirinya. Selain itu rumusan Pasal 27 BW
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menganut asas monogami mutlak , dimana pasal tersebut hanya berlaku
bagi warga negara Indonesia yang agamanya menganut asas perkawinan
monogami mutlak.®! Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang
beragama Islam berlaku asas monogami terbuka.’> Monogami terbuka ini
memungkinkan terjadinya seorang suami melakukan poligami asalkan

memenuhi syarat-syarat ~yang ditentukan dalam undang-undang

ﬂﬁig,ﬁ.

A

dapat didakwa melakukan zina apabila dia telah terikat oleh suatu
pernikahan, sehingga tidak ada syarat bahwa wanita tersebut harus tunduk

pada Pasal 27 BW sebagai mana yang disyaratkan pada seorang laki-laki.

' Monogami mutlak adalah kondisi dimana hanya memiliki satu pasangan di dalam suatu sistem
perkawinan.
2 Neng Djubaedah, Op.cit. him.72
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Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a di atas mengatur mengenai
larangan seorang pria untuk berzina dengan wanita yang telah terikat
dalam suatu pernikahan dimana dalam ketentuan ini seorang pria dapat
diancam pidana sembilan bulan penjara dengan dasar turut melakukan

A

(medepleger) perzinaan aj abila:

vl -
(1) angk:

pada suatu

Ke 2. b. seorang wanita yang tidak nikah yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut
bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b menentukan larangan bagi

seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinaan dengan

seorang pria, yang ia ketahui bahwa pria tersebut dalam keadaan terikat
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dalam suatu pernikahan dengan wanita lain serta ketentuan yang diatur
dalam Pasal 27 BW ini berlaku bagi pria tersebut.

Ketentuan pasal ini juga mensyaratkan adanya pengetahuan bagi
si wanita tersebut. Hampir sama layaknya Pasal 284 ayat ( 1 ) angka 1
huruf a , namun dalam kondisi ini si wanita lah yang harus mengetahui

bahwa Pasal 27 BW berlaku bagi si pria. Apabila nantinya dalam

11.....4.. ii ii s a ] dalam pasal tersebut

hanyalah d{fﬂf‘.&t' fi:y‘ﬁjj“ﬁ'{ﬂﬂjﬁb& ng't rut melakukan perzinaan
oleh orang:m'

Pasal 284 ayat (1) KUHP ini mensyaratkan bahwa tindak pidana
perzinaan atau overspel merupakan suatu opzettleijk delict atau suatu
tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan
tersebut harus terbukti pada diri pelaku, agar dapat dinyatakan terbukti

telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak
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b)

pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal
284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP.
Pasal 284 ayat (2) KUHP

Bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo

tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah - meja dan
ranjang karena alasan itu juga.”

permintaan bercerai

: / di akibat terjadinya

(absolute klachtdelicten), artinya delik perzinaan dalam keadaan apapun
merupakan delik aduan yang mana pengaduan diajukan oleh suami/istri.
Alasan sebab penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan oleh
undang-undang digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang

merasa dirinya dirugikan akibat perbuatan pelaku.
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Selain itu alasan lain menjadikan tindak pidana perzinaan sebagai
tindak pidana yang membuat pelakunya hanya dapat dituntut jika ada
pengaduan , karena apabila pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku
ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan

perceraian dari meja makan dan tempat tidur, maka tidak terdapat suatu

dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut

laki-laki dmgamstmyi‘ffeMan agar laki-laki tersebut

dituntut karena melanggar Pasal 284 KUHP. Oleh Karena perbuatan
tersebut merupakan delik aduan absolut, meskipun istrinya itu tidak
disebutkan dalam pengaduan, mungkin karena rasa cintanya kepada

isterinya, maka pengaduan tersebut juga berlaku sebagai pengaduan
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kepada isterinya yang telah melakukan perzinaan dengan laki-laki
tersebut.®3

Aparat penegak hukum berwenang melakukan penyidikan bukan
hanya terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di
dalam pengaduannya saja, melainkan juga terhadap orang — orang lain

yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan Hal ini disebutkan

ada pengaduan, yakni

Ld \J& :
3 yang terhina dengan

}Iﬁ atan ini. Semua
tuk keturutsertaan,
ara pelaku untuk

otelah adanya suatu

(medeplegen) atau orang yang telah menggerakkan (uitlokken) istri atau

suami pengadu untuk melakukan suatu perzinaan dengan seorang wanita

63 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Sinar Grafika: Jakarta,2016) hlm. 207
% Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan & Norma Kepatutan , Op.cit,

hlm.89
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ataupun orang yang telah memberikan bantuannya, hingga perzinaan

dapat terjadi.

Pasal 284 ayat (3) KUHP
Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut:
“ Bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75”.
Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi

gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak

ali pengawas atau wali

kewajiban wali pengawas

Klan juga atas pengaduan

am turunan yang lurus, atau

ah itu, atas pengaduan sedarah dalam

turunan yang menyimpang sampai derajat ke tiga.

Pasal 73

Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang

ditetapkan dalam pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu,

penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau

suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa

yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 75

Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali

pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan

diadukan.
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Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75
merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284
ayat (2) dan ayat (4). Dalam adagium dikenal lex specialis derogat lex
generali, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang
berlaku umum. Pasal 284 ayat (2) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72

dan Pasal 73 yang sifatn ebih umum. Oleh karena itu, pasal dalam

7 NN
.
1N
2. d

:

“ﬁ
§ ' pengaduan ini.

orla z P3 : ini dalam delik

9 N | B
(Eeet AN O 1 Se nii®
d) / ,.'u.._.‘.q.»-,._d

Pasal 284 ayat (4) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam
sidang belum dimulai”.

Pasal ini mengatur mengenai pemberian kesempatan bagi pihak
yang mengadukan terjadinya perzinaan untuk dapat menarik kembali

pengaduannya. Penarikan kembali pengaduannya dalam undang-undang
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diatur hingga sampai pemeriksaan sidang pengadilan itu belum dimulai
atau belum dimulainya sidang yang pertama. Namun dalam
kenyataannya, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim akan
menanyakan kembali kepada pengadu sebanyak satu kali mengenai
kejelasan atau kemantapan pengaduannya tersebut. Apabila
pengaduannya tetap, maka sidang permulaan baru dapat dimulai.
Permulaan pemeriksaan yakni pemeriksaan pengadilan mengenai

delik perzinaan, dimana di awal hakim ketua sidang akan membuka

n ketua sidang membuka
cuali dalam perkara

9

dalam ayat selanjutnya
awal pemeriksaan | ha lupa atau lalai untuk
a mengaki-bmnya putusan demi hukum.
e) Pasal 284 ayat (5) KUHP
Pasal 284 ayat (5) KUHP berbunyi sebagai berikut:
“ Jika bagi suami-istr1 berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan

selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”
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Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 (5) KUHP, pada
dasarnya undang-undang telah menentukan, bahwa apabila bagi suami-
isteri yang kerukunan atau keharmonisan rumah-tangganya telah
terganggu oleh adanya peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh salah satu
pihak diantara mereka (baik suami atau isteri yang melakukan) itu berlaku

ketentuan yang berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak yang

itaiB u da i f bo g Jﬁ- Q) ngan Undang-Undang
tanggal \T"Hfa arl 1;:', yal é,_i!;,@ boek van Strafrecht telah
terbentuk p 1 secara efektif di Negeri
Belanda tahun 1881.6

Dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 284 KUHP

pertanggungjawaban berkaitan dengan subjek tindak pidananya yakni

seorang manusia sebagai oknumnya dimana manusia tersebut

% Simons dalam buku Lamintang, Op.cit, hlm. 92
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dipertanggungjawabkan atas kesalahan atau asas culpabilitas-nya. Pasal
284 KUHP ini mensyaratkan bahwa tindak pidana mengenai perzinaan
ini harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun di dalam KUHP tidak ada
keterangan sedikitpun tentang sengaja namun ada sedikit keterangan di

dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa sengaja melakukan

perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui”.%® Jika

kohabitasi cang

X iiiil ii ii Iﬁi ii / akna sebagai wujud
perlindungan ter ap. per u ih’k’&f"“hi,-‘:m

salah satu atau kem'ﬁiat—pﬁa—ﬁﬁt&n— suci sementara sementara

ikatan perkawinan yang

kohabitasi justru lebih luas cakupannya dibandingkan perbuatan zina atau
perbuatan cabul lainnya. Hal ini karena perbuatan kohabitasi adalah tindakan zina
yang dilakukan berulang kali atau secara terus-menerus dengan pasangan yang

sama. Ini berbeda dengan perbuatan zina yang hanya dilakukan sekali saja. Selain

% Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit him. 268
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itu dalam kohabitasi juga dapat mensyaratkan pasangan tersebut bisa terikat salah
satu atau keduanya dalam perkawinan atau keduanya sama-sama lajang
(Hubungan keduanya tidak terikat secara sah menjadi seorang suami isteri).
Melihat pada kenyataan belum adanya peraturan yang tegas mengatur
mengenai delik kohabitasi tersebut menimbulkan kerancuan para aparat penegak

hukum di masing-masing daerah peraturan yang bisa digunakan untuk menangani

masalah tersebut adalah peraturan yang mengatur tindak pidana ringan, seperti

Sosial”. Aturan mengenai tindakan. berkumpul-berupa kebo diatur dalam Pasal 7

ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap
layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-
Undang. Terkait dengan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) yang
berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling

banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
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Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kohabitasi yang berlaku
ini bilamana dilihat dengan teori sistem hukum yang ada dimana menurut
Lawrence M.Friedman mengenai sistem hukum ini dikaji menjadi tiga unsur yang
saling berkaitan yakni substansi hukum (/egal substance), struktur hukum (legal

structure), dan budaya hukum (legal culture).®’

Dalam kajiannya yang pert mengenai substansi hukumnya, bahwa

substansinya belum melambangkan nilai-nilai pancasila dari segi manapun.
Dalam kajiannya yang kedua mengenai struktur hukum, kebijakan hukum
pidana mengenai delik kohabitasi yang belum ada dalam KUHP berlaku saat ini

menjadi kerancuan para apparat penegak hukum karena belum adanya landasan

7 Lawrence M.Friedman, Opcit, him.12
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atau dasar kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum baik itu yang
mana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana
(Lapas) khususnya dalam hal ini kewenangan yang diberikan kepada kepolisian
sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di tingkat pertama

terhadap tindak pidana kohabitasi. Khususnya terhadap perbuatan zina yang

dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum atau

delik koha
B -
Pt ..'""1 *'n.
rakat iag:iiili Iﬁ .a
+ oy : -

v
9
()

‘Lwilaﬁ rarakat
* # ,’. i |
perzinaan). Sehingga-saat-lm—banﬁiﬁ petaku ketika ditemukan oleh warga akan

diperlakukan seperti main hakim sendiri yaitu diarak ke seluruh
perkampungan/desa tanpa busana hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan
yang jelas mengenai permasalahan kohabitasi (samen level) ini.

Selain dilihat dari teori sistem hukum, belum adanya pengaturan yang jelas

mengenai tindak pidana kohabitasi (Kohabitasi) saat ini dilihat dari sudut pandang
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teori kebijakan hukum pidana, memperlihatkan kebijakan legislatif (tahap
formulasi) pada waktu itu tidak mendasar pada karakteristik bangsa Indonesia,
peraturan-peraturan yang ada sampai saat ini UU No. 1 Tahun 1946 tentang
peraturan hukum pidana Indonesia turunan ( copy ) dari WvS ( Wetboek van
Strafrecht ) Belanda yang mana jika diurutkan ke belakang lagi ketika tahun 1811

Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal ( kodifikasi hukum

kehidupan hukt Iof K Ji nd church. Tataran atau
ukuran agama \ upakan urt sarn BL%\ = hadap Tuhannya dimana
kedudukan nega ‘. dale : tidak dapat untul t campur. Demikian pula
halnya terjadi pada tataran atau ukuran moral dimana kurangnya mendapat saluran
dalam hukum pidana, sepanjang tidak merugikan orang lain, mencampuri urusan
orang lain itu tidak termasuk pada hukum pidana. Pandangan ini dikenal dalam

dunia barat sebagai individualistis-liberalistis. Pandangan inilah yang menjadikan

dasar filosofis mengenai rumusan pasal ini yang mana individualistis-liberalistis
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ini menimbulkan pandangan bahwa tataran / ukuran moral dan agama ini tidak
dapat diterima sebagai dasar mengkualifikasikan suatu perbuatan menjadi delik
sehingga akibat-akibatnya terasa salah satunya pada delik kesusilaan. Sehingga
dapat disimpulkan peraturan yang ada saat ini bukanlah produk dari bangsa
Indonesia yang dipikir secara mendalam dengan menggali nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat demi membentuk suatu keadilan yang menyentuh seluruh

' “ j ;W- an | t 1 politik kriminal melalui
sarana kebijakas r uke Iﬁ,q a. lan yang sesuai dengan

kebijakan s031al. Kebijake al terdirt dari dua ba gian yaitu kebijakan yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebijakan yang bertujuan
melindungi masyarakat. Sehingga melihat pada kondisi sosial masyarakat yang
ada di tengah-tengah masyarakat, hukuman yang diberlakukan terhadap perbuatan
Kohabitasi masih sangat beragam-ragam sehingga tidak menimbulkan

perlindungan masyarakat
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Oleh karenanya setelah diamati baik melalui teori sistem hukum dan
kebijakan hukum pidana maka terkait tindak pidana kohabitasi belum diatur dalam
secara jelas dalam KUHP yang saat ini (UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP (UU
No. 1 Tahun 1946) saat ini merupakan turunan dari Belanda yang lebih

mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Eropa Barat ketika itu

dari pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia sehingga implikasinya

hukum secara nasional maupun internasional, oleh karena itu dengan
melakukannya mempunyai berbagai manfaat yaitu salah satunya berperan
penting dalam rangka hubungan antar bangsa khususnya dalam bidang
penegakan hukum. Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah
usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing,

mendalami pengalaman - pengalaman yang dibuat dalam studi hukum

80



asing dalam rangka pembaharuan hukum.®¥Salah satu informasi mengenai
hukum asing yang dapat diperoleh tersebut adalah mengenai delik
kohabitasi. Di beberapa negara pengaturan mengenai delik kohabitasi ini
banyak yang telah dihapuskan seperti Belanda, Turki, dll dengan berbagai

alasan seperti masalah seks merupakan masalah privat (sehingga disini

adanya penegakan hak asasi manusia terhadap individu), penerapan sanksi

melakukan kohabitasi dengan orang lain;
3) Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi,

maksimal hukuman adalah 5 tahun penjara berat;

% Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum , (Refika Aditama:Bandung, 2007) hlm.19
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4) Jika terjadi perkawinan, penuntutan tidak dilakukan; dan jika sudah
dilakukan penuntutan, penuntutan tersebut tidak dilanjutkan.

Dari penjelasan pasal di atas terlihat kebijakan tentang kohabitasi di

Yugoslavia menyebutkan bahwa yang melakukan tindakan tersebut bisa

saja orang dewasa dengan anak yang sudah berusia 14 tahun. Untuk kasus

ini, orang tua atau wali_ ang mengizinkan, mendorong, atau mengajak

h kukan kohabitasi dengan orang lain juga

bi e ksual d
ww'sg ﬂiﬁ ngan SekKsua engan

.;11“’.!1'15;.&5}1 {:’— ‘l?{';'“"ﬁu}:m!r?' a dia (wanita tersebut)

KUHP Singapura yang berbunyi:

“Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married
to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or
have sexual intercourse with him in that belief, shall be punished with
imprisonment for a term which may extent to ten years, and shall also be
liable to fine.” Yang berarti : “Setiap lelaki yang dengan tipuan

menyebabkan seorang wanita yang bukan istrinya yang sah percaya
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bahwa ia adalah istri yang sah dari laki-laki itu, dan hidup bersama atau
melakukan hubungan seksual dengan dia atas kepercayaan tersebut,

diancam pidana selama tidak lebih dari 10 tahun penjara dan juga denda.”

Kemudian dalam Kanun Keseksaan (KUHP) Malaysia dalam Pasal 493
mengatur tentang: Sasaorang lelaki yang dengan jalan perdayaan
menyebabkan sasaorang perempuan yang tidak berkahwin dengannya

dengan sah disisi unﬁa -undang supaya memperchayai bahawa

/’l

perempuan itu ,.u gannya dengan sah disisi undang-

undang dan’ su udod J au bersetuboh dengannya atas
f

kepe , hen al Ksa d penjara selama tempoh yan

s {iseksa den F‘\\ poh yang

“Seorang. laki-lak ra memperdaya atau

W A :%(//

denganny \~ lﬁﬁlgﬁﬁ !’ caya bahwa ia telah
\ =

r"'/ %::y 1lo ,»:‘;;‘ t ‘h-‘ %‘\ﬁ dikenakan denda”.
C Artin)

enipu’ seo rkawinan yang sah
hidup bersama atau
melakt Srcayaan tersebut, diancam

0 tahun) dan juga denda”.

Singapura dan Malaysia, perbuatan kohabitasi merupakan suatu tindak

pidana yang jelas dan nyata diancam dalam pidana penjara.

c. Kepulauan Fiji
Dalam KUHP Fiji pengaturan mengenai kohabitasi diatur dalam Pasal

184 yang berbunyi:
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“Any Person who willfully and by fraud causes any woman who is not
lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and
to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, is guilty of a
felony, and is liable to imprisonment for ten years.”

artinya: “Siapapun yang dengan sengaja dan oleh penipuan menyebabkan
setiap perempuan yang tidaklah dengan sah dinikahinya untuk percaya
bahwa dia dengan sah dinikahinya dan untuk kohabitasi atau melakukan

hubungan seksual g."- ia didalam kepercayaannya itu, adalah
bersalah atas su : : a,n adalah dapat dikenakan hukuman
o S

" o i é - 2# (ab Undang -Undang

bekas j?al d ,, ‘ : 0 ‘éng pria yang hidup

i

i
kah, sedangkan wanita
"
tersebut meyakini-bahwa pria tersebut telah menikahinya secara legal.

b,

ada d1 negara-negara

Sanksi bagi individu yang terlibat dalam hubungan tanpa ikatan resmi di

KUHP Fiji ini juga sama, yaitu maksimal sepuluh tahun penjara.

Melalui analisis perbandingan ini, tujuannya adalah untuk memberikan
perspektif terhadap sistem hukum negara lain. Namun, penting untuk
diingat bahwa kajian perbandingan digunakan untuk mengonfirmasi
bahwa memang KUHP di negara lain sudah mengatur tindak pidana

kohabitasi ini. pengaturan delik kohabitasi di KUHP negara-negara
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Malaysia, Singapura, Fiji terlihat bahwa secara yuridis maupun filosofis
pengaturan tentang kohabitasi memiliki kemiripan dan dapat menjadi
acuan dalam pembaharuan hukum pidana mengenai delik kohabitasi di
dalam RUU yang akan datang karena mempertimbangkan nilai budaya,

moralitas dan agama yang ada dan berkembang di realitas kehidupan

masyarakatnya.

sendiri. Namun dalam

pemberlakuan hukum pidana warisan Belanda ini sudah tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang ada pada masyarakat sehingga penting adanya melakukan
pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan nilai-nilai Bangsa
Indonesia khususnya terhadap nilai pancasila.

Salah satu pengaturan yang memperoleh pembaharuan hukum pidana

tersebut adalah mengenai delik kohabitasi. Pengaturan mengenai Kohabitasi
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ini sendiri dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Meskipun Undang-undang ini telah dtetapkan dan diundangkan

pada tanggal 02 Januari 2023 (Secara de jure) namun secara de facto

(kenyataan) sebagaimana bunyi Pasal 624 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pengaturan mengenai tindak

pidana kohabitasi baru akan berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 (3 tahun

setelah diundangkan) sehingga oleh karenanya penulis memasukkan

pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi dalam UU RI No. 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan yang akan

berlaku pada KUHP yang akan datang.
Pengaturan mengenai Kohabitasi diatur dalam bagian keempat mengenai
perzinaan yaitu pada Pasal 412 sebagai berikut:
Pasal 412

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan
atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang
yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang
tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 tidak berlaku
ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan

belum dimulai.

Selanjutnya akan diuraikan perumusan mengenai tindak pidana kohabitasi
dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

Dari rumusan pasal di atas, unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1.

Setiap orang, artinya merupakan element delict yang merupakan suatu
bagian dari delik inti dimana dalam hal ini dapat diartikan sebagai makhluk
hidup (individu manusia), baik laki-laki maupun perempuan, tanpa
disebutkan batasan usia di dalamnya

Melakukan hidup bersama sebagai suami istri, artinya bahwa mereka tidur

bersama di bawah satu atap (rumah / kos-kosan / kamar hotel / dll )

a) Pasal 412 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 412 ayat (1),
undang-undang telah menentukan larangan bagi seorang pria dan wanita
berlaku selayaknya suami istri namun mereka tidak memiliki ikatan
perkawinan. Hal ini dapat dimaknai unsur “luar perkawinan” adalah unsur
utama karena banyaknya orang yang mengaku sudah melakukan
perkawinan baik secara agama maupun negara namun senyatanya mereka
tidak dapat dibuktikan sebagai pasangan suami-istri, mereka berkumpul
atau hidup secara berhari-hari guna melakukan persetubuhan atau

persenggamaan.
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Pasal 412 ayat (1) KUHP ini mensyaratkan bahwa tindak pidana
Kohabitasi merupakan suatu opzettleijk delict atau suatu tindak pidana
yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan tersebut harus
terbukti pada diri pelaku, agar dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi
unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana kohabitasi.

b) Pasal 412 ayat (2) UU RI No 1 Tahun 2023

mensyaraﬁbé}rwa pelaku tmdatle-plda%habltam sebagai mana diatur

dalam Pasal 412 ayat (1) hanya dapat dituntut atau dilakukan penuntutan

apabila suami-isteri, Orang tua atau anak (bila tidak terikat perkawinan) .

Tenggang waktu pengaduan sebagaimana Pasal 29:

1) 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu
mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
atau

2) 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak

mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak
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mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Bunyi Pasal 412 ayat (2) KUHP ini memberikan makna bahwa
delik kohbitasi UU RI No 1 Tahun 2023 ini merupakan delik aduan
absolut (absolute klachtdelicten), artinya delik perzinaan dalam keadaan
apapun merupakan delik aduan yang mana pengaduan diajukan oleh
suami/istri/orang tua/anak. Alasan sebab penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana perzinaan oleh undang-undang digantungkan pada adanya
pengaduan dari pithak yang merasa dirinya dirugikan akibat perbuatan
pelaku.

Delik ‘aduan absolut dalam tindak pidana perzinaan ini
mempunyai sifat yang tidak dapat dipecahkan atau mempunyai sifat
onsplitsbaar yang mana berarti penuntutannya tidak hanya berlaku
terhadap orang yang namanya disebut oleh pengadu, tetapi juga terhadap
orang lain sebagai peserta kejahatan walaupun namanya tidak disebutkan
dalam pengaduan. Misalnya seorang suami yang telah mengadukan
kepada polisi tentang perbuatan kohabitasi yang telah dilakukan oleh
seorang laki-laki dengan isterinya dengan permintaan agar laki-laki
tersebut dituntut karena melanggar Pasal 412 Undang-Undang ini. Oleh
Karena perbuatan tersebut merupakan delik aduan absolut, meskipun

istrinya 1itu tidak disebutkan dalam pengaduan, mungkin karena rasa
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cintanya kepada isterinya, maka pengaduan tersebut juga berlaku sebagai
pengaduan kepada isterinya yang telah melakukan kohabitasi dengan
laki-laki tersebut.®
Aparat penegak hukum berwenang melakukan penyidikan bukan
hanya terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di
dalam pengaduannya saja, melainkan juga terhadap orang — orang lain
yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan
Hal ini menunjukkan bahwa nantinya pengaduan tersebut dapat
pula mengenai orang-orang yang memiliki peran terhadap terjadinya
tindak pidana perzinaan tersebut seperti orang yang telah menyuruh
melakukan (doen plegen), orang yang telah turut melakukan
(medeplegen) atau orang yang telah menggerakkan (uitlokken) istri atau
suami pengadu untuk melakukan suatu perzinaan dengan seorang
wanita ataupun orang yang telah memberikan bantuannya, hingga

perzinaan dapat terjadi.

¢) Pasal 412 ayat (3) UU RI No 1 Tahun 2023

Pasal 412 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

% Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Sinar Grafika: Jakarta,2016) him. 207
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“ Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan
Pasal 30”.

Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi

pengaduan yang dimaksudkan dalam Pasal 412 ayat (2) itu tidak berlaku

ketentuan-ketentuan yan
s F" i

i tur dalam Pasal 25, 26 dan 30 UU RI No 1

Tahun 2023. Ket 1iug (u (dalam pasal -pasal itu adalah:

belum berumur 16 (enam

kan Orang Tua atau

.,

/ aksud padg ayat (1)

/ ang harus diadukan,
am garis lurus.

7 bagaimana dimaksud

/ l) oleh keluarga sedarah

‘ dld Y 1yan all d d1a <I

(4) Dalam hal Korban Tindak Pidana A ana dimaksud pada ayat
r“.dl.ﬁ@@ﬁﬁt;h»b // 1 keluarga sedarah dalam

s lurus ke atas ataupt ya ,9 g sampai derajat ketiga,

pengaduan ditakukan oleh diri sendir /atau pendamping.

Pasal 26

(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah
pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya,
kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam
pengampuan karena boros.

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada
atau pengampu itu sendiri yang hanrs diadukan, pengaduan
dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam
garis lurus.

(3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis
lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak ada, pengaduan
dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai
derajat ketiga.
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Pasal 30
(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga)
Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.
Tidak diberlakukannya Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30

merupakan konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 412

ayat (3). Dalam adagium dikenal /ex specialis derogat lex generali,

\
ih umum. O m%sal dalam delik yang
\ .. : &

AN berhak mengadukan

berhak atas pengaduan ini. Sedangkan tidak diberlakukannya Pasal 30
UU RI No | Tahun 2023 ini ini menurut Pasal 412 ayat (3). Pengaduan
hanya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang

pengadilan itu belum dimulai.

d) Pasal 412 ayat (4) UU RI No 1 Tahun 2023
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Pasal 412 ayat (4) UU RI No 1 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

“Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang
pengadilan belum dimulai”.

Pasal ini mengatur mengenai pemberian kesempatan bagi pihak

yang mengadukan terjadinya perzinaan untuk dapat menarik kembali

pengaduannya. Penarikan kembali pengaduannya dalam undang-undang

karena delik perzinaan termasuk dalam kategori kesusilaan. Hal ini diatur
dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka
sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak — anak ”’

Dimana dalam hal ini kemudian dijelaskan dalam ayat

selanjutnya apabila di dalam awal pemeriksaan hakim lupa atau lalai
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untuk menyampaikannya maka mengakibatkan batalnya putusan demi
hukum.

Dalam Perumusan pasal ini, pembentuk undang-undang memiliki
semangat positif guna meminimalkan penyalahgunaan seks atau perzinaan yakni
yang berbentuk terjadinya perbuatan “kumpul bersama” atau yang dewasa ini
disebut dengan kohabitasi khusus?a, kumpul bersama dilakukan oleh para pihak
yang telah terikat pada ua;u/ n yang sah dengan orang lain. Pada

S
: 'ﬁﬁm ol fWan mengenai norma agama

e _‘ a?pglé‘%l .- ( \\kohab1ta51 atau hidup

pun semua tid . Jile
TN 7 3
bersama/ 1’1 gan di luar p ika b P v ppelaku yang sama-
‘.s 113
= B

dasarnya dalam w

e

-

i) la, rkawin ;--: an. Sehingga bentuk

sama telah 1 e .
perbuatan y | A

n untuk menjadi norma
positif.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui syarat-syarat
tertentu memanglah memperbolehkan menurut agama dan kepercayaan (dalam hal
ini agama islam) untuk terjadinya nikah siri. Perumusan pasal ini bukanlah
“menjegal” terhadap nikah siri yang diperbolehkan dalam suatu agama tertentu
namun yang ingin dilarang adalah kohabitasi sebagai tindakan hubungan suami
isteri atau layaknya suami isteri di luar ikatan perkawinan yang nyata-nyatanya
perbuatan tersebut hanya dilandasi pada sebuah nafsu belaka tanpa disertai niat

agama yang jelas.
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Dalam KUHP yang saat ini berlaku pengaturan mengenai kumpul bersama
atau kohabitasi memanglah belum diatur. Namun kumpul bersama atau kohabitasi
oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia telah diatur
sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Oleh karena itu, pembentuk undang-
undang mulai memasukkan hukum adat (gewoonrecht) atau hukum yang berlaku

di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP. Dengan memasukkan ketentuan

tersebut maka asas legalitas ( ’ legalily) dapat dikesampingkan.”

Artinya Pasal 1 A ». e\kara absolut, tetapi dapat
& f 1 :

diterobos . dengan berlakunya : fuan in dlatur dalam Pasal 2

¢ F LY
ayat (1) da RINo. 1 n 2023 1 .y ﬁ /
\ 'L
(1) Kete ‘ 12~ dimaksud.da % / ) (1) tidak mengurangi
At yang _ y d ] :- 1kat yang menentukan bahwa

H_ ebut tidak diatur dalam

(2) Hukum na dimaksud pada ayat (1)
berlaku d epanjang tidak diatur dalam
Undang-Undang 11 dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat
beradab.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hukum adat tetap diakui

keberadaannya dan berlaku efektif di dalam masyarakat.

Perumusan Pasal 412 UU RI No. 1 Tahun 2023 ini merupakan wujud

perlindungan terhadap nilai “kesucian perkawinan” dan atau kesucian dalam

70 Irwansyah, kriminalisasi kumpul kebo (Samen leven) menurut rancangan kitab undang-undang
hukum pidana, JOM Fakultas Hukum Volume III No.2 Oktober 2016
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hubungan sah yang bertentangan dengan peraturan hukum baik undang-undang
(Perkawinan) maupun rasa kesusilaan didalam masyarakat. Perlindungan terhadap
kesucian perkawinan dapat dilakukan tidak hanya apabila salah satu pasangan
perkawinan melakukan permukahan/perzinahan akan tetapi dapat saja termasuk
dalam pengertian lembaga perkawinan. Hal ini dilakukan guna melindungi dari
hal-hal yang bersifat mencemarkan dan atau mengancam eksistensi lembaga
perkawinan itu sendiri seperti’ kohabitasi. Selain dalam hal nilai kesucian
perkawinan adapula nilai yang menjadi pertimbangan para pembentuk undang-
undang yakni mengenai ‘“kepastian asal-usul” yang mana adanya kohabitasi ini
dapat menyebabkan lahir anak. Dimana anak tersebut dipertanyakan bagaimana
status hukumnya. Oleh karena itu perumusan pasal itu berguna dalam memberikan
nilai kepastian asal-usul untuk perlindungan terhadap janin untuk dilahirkan (right
to be born).

Pemaknaan istilah perkawinan "Perkawinan" dalam Pasal 412 UU RI No. 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengalami
perubahan dan akhirnya mantab menggunakan kata "perkawinan". Seperti yang
diketahui dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan haruslah dilakukan
berdasarkan syariat agama dan didaftarkan ke KUA atau pencatatan sipil, sehingga
timbulah makna perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam RUU KUHP tahun
2006 Pasal 488, dalam kalimatnya menggunakan frasa "perkawinan yang sah"

kemudian timbulah pertentangan dari para ahli hukum.
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Para ahli memandang Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang
memiliki karakteristik dan cara bersosial yang berbeda sehingga memilikiki ciri
dan karakteristik yang berbeda-beda seperti Suku Dayak di pedalaman,
kebanyakan dari mereka tidak berinteraksi dengan orang lain dari pada sukunya
sendiri menyebabkan mereka mengetahui perkawinan yang sah seperti apa.

Kebanyakan dari mereka hanya Wukan perkawinan yang sesuai dengan adat

s 2R

pada Pasal 412 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum

Pidana dijelaskan bahwa sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan
tindak pidana kohabitasi dapat berupa denda. Hal ini sangat sesuai dengan konsep
Restorative Justice. Restorative Justice adalah cara menyelesaikan perkara tindak
pidana dengan melibatkan korban, keluarga pelaku, atau pihak lain yang terkait,
sehingga mereka bisa bersama-sama mencari solusi yang adil. Fokusnya adalah

pemulihan situasi menjadi seperti semula, bukan sekadar membalas. Hal ini selaras
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dengan Pasal 51 hruf ¢ UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang
Hukum Pidana yang menyebutkan pemidanaan bertujuan:

“menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam
masyarakat.”

Demikian pula dinyatakan dalam Pasal 71 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatakan:

ﬁ’x.
a. Jika seseorang melakukan Tind k Pidana yang hanya diancam dengan pidana
penjara di bawah 5 (lmia'), e angkan hakim berpendapat tidak perlu

menjatuhkan p1da o ntlmbangkan tujuan pemidanaan
dan pedoman . .'... v . ksud dalam Pasal 51 sampai
dengan Pasal 54 i‘ ‘I .*, | pidana denda.”
L -.‘ J
Sehlng b w& : pg it |:- ’ ana kohabitasi telah
L) [

. ‘*'k.

masuk dal cja per ) e t1an adanya saling
(s = r-l

memaafkdtiidan :I ~ ' korban ukuman dapat berupa
denda den nenginga l & % B E obat terakhir (ultimum

s

Rumusan kebijakan hukum pidana mengenai delik Kohabitasi ini dibentuk

remidium) kare san kemerdekaan dari diri

seseorang.

dalam rangka upayanya melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan yang
menyerang moralitas masyarakatnya. Bila dilihat sebagaimana teori sistem hukum
Lawrence M.Friedman, Kebijakan hukum pidana mengenai delik Kohabitasi ini
nantinya akan berjalan secara efektif bilamana sesuai dan didukung dengan

mengenai sistem hukum ini dikaji menjadi tiga unsur yang saling berkaitan yakni
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substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya
hukum (legal culture).

Dalam kajiannya yang pertama mengenai substansi hukumnya, bahwa
perumusan pengaturan mengenai delik Kohabitasi ini merupakan upaya untuk
membentuk aturan yang mencerminkan nilai-nilai dasar falsafah Bangsa Indonesia

yakni kelima nilai pancasila d;ma dikatakan disinilah yang menjadi dasar
& AR

Pt

Eratnya hubungan antara pancasila dan hukum, khususnya hukum pidana
karena pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada dalam peraturan
di Indonesia. Dalam segi nilai Ketuhanan, perumusan pasal yang melarang adanya
perbuatan hidup bersama layaknya suami isteri (kohabitasi), perbuatan
persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah dll yang
mana sebenarnya hal ini merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari

masyarakat barat namun hal ini meresahkan serta tidak sesuai dengan nilai
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kehidupan agama masyarakat Indonesia dimana tidak ada satu pun agama yang
diyakini di Indonesia yang memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan
sebelum adanya perkawinan oleh karena itu perumusan pengaturan ini sudahlah
mencerminkan nilai-nilai Bangsa Indonesia yang agamis, moralis dan
berkesusilaan. Dalam segi nilai Kemanusiaan, bahwa pengaturan ini pada masa
yang akan datang untuk menjaga adab yang sopan, dan berkesusilaan sebagaimana

N

kita sebagai bangsa yang beradal ~. pengaruh kehidupan orang barat yang

terkenal akan free-sex

‘\ ilai kemanusiaan. Dalam

.’!?-\

mengenai delik zina

sesuai denga

segi m /
| ‘b

dapat mer ngaturan mengenai

3 1 kare 'ms eng
| &) = //
delik Ko A ngikatkan pada k angsungan hidup manusia di

Indonesia h Q H;mtan—pg“ 0 1 iki kaitannya dengan
kohabitasi. ¢ k ngenai delik kohabitasi
apabila nantinye et Jﬁ" +§“§wt;lﬂ:‘ :‘{ dalam KUHP nasional
yang baru, hal 1 ! N -- s syawarah untuk mencapai

mufakat dimana ini merupakan hasil mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi atau golongan dimana pasti dalam perumusan pengaturan ini
terjadi perbedaan pendapat dalam prosesnya merupakan suatu hal yang wajar
karena sifat kohabitasi sendiri yang ada pada ranah privat namun perbuatan

Kohabitasi itu mengganggu pula pada ranah publik atau masyarakat sehingga oleh
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karena itu perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Dalam segi nilai keadilan sosial, pengaturan mengenai delik Kohabitasi ini
bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
dalam hal ini pengaturannya dapat menjadi patokan bagi seluruh daerah yang ada
di Indonesia dalam rangka melakukan penegakan hukum pidana dalam kaitannya

mengenai perbuatan Kohabitasi ini karena selama ini dengan tidak adanya

: dapat melakukan

rika ""wa. ads d‘ pak hukum baik itu yang
n, Kejakse é‘i adan Pelaksana Pidana

aKsaan, e
3= ‘H,.ﬁ

rm - O-‘? Setiased ]
(Lapas) khususnya M—kémmrikan kepada kepolisian

sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di tingkat pertama
terhadap tindak pidana Kohabitasi. Banyak kasus mengenai kohabitasi yang
dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat
perkawinan yang sah dan selama ini meresahkan masyarakat di Indonesia. Kasus-

kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum karena
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hukum postif yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai
masalah demikian. Dalam teori dan praktek hukum pidana, dikenal adanya asas
legalitas yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada
intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
aturan pidana dalam peraturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Sehingga konsekuensi dari ketentu dari pasal tersebut adalah larangan untuk

perkohabitasian

bagi si pelaku,

u N i 3'“5 u i A 1dak dianggap sebagai

oz, o -‘} "‘(i'c‘“'ﬂ"lu "'_T.['L’ 1 masyarakat. Sanksi adat
% at Tolaki Kendari apabila
ada seseorang yang melakukan Kohabitasi dengan Isterinya orang tersebut dapat
dihukum dengan harus membayar 1 ekor kerbau hidup sebagai pengganti kerbau
kurban yang dipotong saat pesta pernikahan dengan istrinya dahulu pesta . Dengan
kenyataan tersebut ternyata di dalam hukum adat masing-masing telah

mengaturnya namun sayangnya peraturan yang tidak tertulis ini tidak dapat
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menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak perbuatan-perbuatan
tersebut. Oleh karenanya perumusan pengaturan mengenai delik zina dalam UU
No 1 Tahun 2023 dapat menjadi dasar kewenangan aparat penegak hukum dapat
bertindak secara lugas dan tegas.

Dalam kajiannya yang ketiga mengenai budaya atau kultural hukum, perumusan
kebijakan hukum pidana mengenai delik Kohabitasi ini dapat menumbuhkan rasa
kepercayaan masyarakat bahwa hal — hal yang selama ini mengganggu bahkan
merusak tatanan moralitas di masyarakat ini nantinya dapat ditindak melalui
peraturan mengenai Kohabitasi dalam UU RINo. 1 Tahun 2023. Rasa kepercayaan
ini nantinya dapat disertai dengan partisipasi masyarakat (public participation)
dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat
pengaduan atas terjadinya kejahatan (dalam hal ini tindak pidana perzinaan) di
lingkungannya dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini selaras sejatinya bahwa budaya
atau kultural hukum 1tu sejatinya merupakan sikap manusia terhadap hukum dan
sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Oleh karenanya
ke depan tidak terjadi lagi peristiwa “main hakim sendiri” sebagai contoh
menelanjangi pelaku yang dianggap telah melakukan zina, memberikan pukulan,
dll karena masyarakat telah sadar bahwa perbuatan itu dilarang dan telah terdapat
peraturan yang dapat menindaknya. Di sisi yang lain pula perumusan peraturan

mengenai perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana ini dapat menjadi
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“warning” atau peringatan pada masyarakat bahwa meskipun masalah
persenggamaan atau persetubuhan terhadap seseorang merupakan suatu hak asasi
manusia dalam ranahnya berupa privat namun tidak dapat dipungkiri pula hal ini
dapat dibatasi bilamana sudah menyangkut dengan nilai moral, kesusilaan dan
agama masyarakat yang lain karena sejatinya mengenai pembatasan hak dan

kebebasan ini sudah tertuang dalam Pasal 28 J ayat ( 2 ) UUD NRI 1945 yang

berbunyi:

moral, nilai-nilai

dan mei untutar adil“sesua 103 //
agama, kcamana ctertiban umum dalan: ] rakat demokratis.

hukum akan meﬁ'l bulkan | angan di masyarakat untuk saling menghargai.

Hubungan yang baik antara ketiga kajian unsur dalam sistem hukum itu
apabila dilakukan secara maksimal dapat menciptakan pengaturan mengenai delik
Kohabitasi nantinya yang sesuai dengan tujuan hukum khusunya hukum pidana
yakni untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Bagi masyarakat umum tidak

akan merasa resah lagi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan moralitas,

104



agama dan kesusilaan yang tercemar atau terganggu di lingkungan kehidupannya
sementara terhadap pelaku Kohabitasi sendiri diharapkan mendapat efek jera
terhadap aturan yang dikenakan kepada dirinya sehingga ia tidak melakukannya
lagi ke depan.

Dilihat melalui teori kebijakan hukum pidana dengan dimasukan rumusan
mengenai delik Kohabitasi pada UU RI No 1 Tahun 2023 merupakan langkah
pemerintah melakukan pembaharuan hukum pidana khusunya dalam Tindak
Pidana Kohabitasi agar supaya mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai
pancasila.

Secara operasionalisasinya, kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi
menunjukkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat
menentukan perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana yaitu . melakukan
hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan artinya ini berkaitan dengan
proses kriminalisasi yang mengatur seluruh perbuatan yang melanggar hukum,
bagaimana seseorang dapat dituntut, dan jenis sanksi yang bisa dilakukan, baik
berupa hukuman maupun -tindakan lainnya. Setelah peraturan perundang-
undangan pidana terbentuk, maka akan dilanjutkan ke tahap penerapan /aplikasi,
yaitu ketika hakim nantinya dapat menerapkannya sebagai penjatuhan pidana yang
pas terhadap diri pelaku serta peraturan ini menjadi dasar aparat penegak hukum
seperti polisi dan kejaksaan dalam mengeksekusi (polisi dalam hal penyelidikan

dan penyidikan sementara kejaksaan pada fase penuntutan dan eksekusi). Dengan
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demikian, Kebijakan hukum pidana (penal) diperlukan dalam penanggulangan
kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial
untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (social dislike ) atau
pencelaan/kebencian sosial (“social disapproval social abhorrence”) yang
sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence) dan
dengan dimasukan tindak pidana kohabitasi dalam UU RI No 1 Tahun 2023
merupakan Langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan
sosial bagi warga negara Indonesia dengan berlandaskan nilai Pancasila.
Meskipun pada masa yang akan datang berdasarkan UU RI No. 1 Tahun
2023 perbuatan kohabitasi masuklah dalam rumusan tindak pidana namun
menurut penulis belumlah secara maksimal menimbulkan rasa keadilan di tengah-
tengah masyarakat khususnya dalam rumusan tersebut mensyaratkan tindak
pidana kohabitasi masuk dalam delik aduan dan ancaman hukuman pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dirasa sangat ringan bagi pelaku kohabitasi. Berdasarkan
analisa teori sistem hukum dengan didasarkan realita sosial yang ada di tengah
masyarakat, bahwa rata-rata pasangan kohabitasi tersebut masuk dalam suatu
daerah/area yang jauh dari pada jangkauan atau pantangan keluarganya sehingga
oleh karenanya keluarga (suami/istri/ayah/ibu dan anak) tidak mengetahui
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga berakibat yang menjadi risau atau
kesal adalah masyarakat sekitar area namun dengan adanya ketentuan mengenai

delik aduan ini maka warga masyarakat sekitar tidak dapat melakukan aduan
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kepada pihak kepolisian sehingga dalam aspek budaya hukum, maka realita yang
akan terjadinya tidak akan menimbulkan budaya untuk menghormati hukum
malah menjurus kepada perbuatan main hakim sendiri hal ini tentunya akan
semakin membuat sulit pekerjaan aspek struktur hukum yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum. Disisi lain hukuman penjara yang diancamkan hanya

paling lama 6 (enam) bulan mengesankan bahwa pemerintah tidak serius

kohabitasi maka sebaiknya delik/tindak pidana ini dijadikan sebagai delik biasa
hal ini sebenarnya telah ada dalam konsep RUU dari Tahun 2005 sampai dengan
tahun 2015 yang menyatakan bahwa kohabitasi tidak lagi dijadikan delik aduan
(klacht delik) tetapi dijadikan suatu delik biasa. Sehingga dalam penuntutannya

tidak lagi menunggu pengaduan dari pihak yang dirugikan namun, petugas dapat
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bertindak sebelum ataupun sama sekali tidak ada pengaduan dari pihak yang
dirugikan asalkan perbuatan tersebut mencemarkan masyarakat dan ancaman
hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling banyak
kategori III karena sejatinya Masalah kebijakan hukum pidana atau membuat
substansi hukum tidak hanya tentang membuat aturan hukum saja. Saat membuat
aturan hukum/peraturan perundang-undangan pidana, tidak hanya dilakukan
secara yuridis normative dan system dogamtik, tetapi juga perlu pendekatan
faktual hukum yang bisa berupa pendekatan sosiologis, historis, dan perbandingan.
Selain itu, juga dibutuhkan pendekatan menyeluruh dari berbagai bidang sosial
lainnya serta pendekatan yang terpadu dengan kebijakan sosial dan pembangunan
nasional secara umum.’' Sehingga dari perpaduan berbagai pendekan dapat

tercipta peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

! Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyususnan Konsep
KUHP Baru) cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 24
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tindak Pidana kohabitasi pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saat ini Kebijakan Hukum Pidana mengenai delik Kohabitasi dalam hukum

pidana yang diperberat
dengan mempertimbangkan pendekatan sosiologis, historis, dan perbandingan.
Dalam bahan kajian komparasi dapat dilihat pada KUHP Negara Singapura,
Malaysia dan Fiji yang menempatkan kualifikasi pengaturan delik kohabitasi
mereka berdasarkan ideologi atau pandangan dari masing-masing negara

tersebut.
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B. Saran
1. Bagi pembentuk undang-undang ( lembaga legislatif & eksekutif) perlunya terus
mengkaji pelaksanaan terkait kebijakan hukum pidana mengenai delik kohabitasi
nantinya baik dengan cara menganalisis jurnal-jurnal akademis mengenai
kohabitasi, melakukan diskusi dengan para akademisi di berbagai perguruan

tinggi dan masyarakat di [

hingga melakukan analisa kajian

perbandingan mengena

UNEESUL&
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